BAB |
PENDAHULUAN

Pada Bab | sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah 1 dan 2 (cpmkldan 2) ini, yaitu
mampu menjelaskan konsep dan issue pembangunan. Oleh karena itu dalam bab | akan
membahas tentang definisi dan konsep perencanaan, konsep-konsep pembangunan, paradigma-
paradigma pembangunan, perencanaan pembangunan, serta pembangunan pertanahan. Sehingga
taruna STPN diharapkan mampu melihat issue-issue dalam perencaaan pembangunan
pertanahan.

Bagian bertama pada bab | ini berisi tentang definisi perencanaan, macam-macam perencanaan
seperti perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek. Kemudian setelah mengerti tentang
perencanaan dan berbagai macam jenis perencanaan, taruna dikenalkan dengan paradigm-
paradigma konsep pembangunan, seperti paradigm pertumbuhan, indicator sosial, dan
sebagainya. Pengetahuan taruna tentang paradigm pembangunan penting sebelum beranjak
menuju issue tentang pembangunan nasional.

Setelah konsep dan issue pembanguna dikuasai taruna barulah system perencanaan pembanguna
nasional diberikan pada sub bab c.

Untuk perencanaan pembangunan pertanahan ditampilkan pada bab 2 yang berisikan tentang

issue tentang pertanahan secara nasional.



A. Definisi Perencanaan

Perencanaan atau yang sudah akrab dengan istilah planning adalah satu dari fungsi

management yang sangat penting. Bahkan kegiatan perencanaan ini selalu melekat pada

kegiatan hidup kita sehari-hari, baik disadari maupun tidak. Sebuah rencana akan sangat

mempengaruhi sukses dan tidaknya suatu pekerjaan. Karena itu pekerjaan yang baik adalah

yang direncanakan dan sebaiknya kita melakukan pekerjaan sesuai dengan yang telah

direncanakan. Pengertian perencanaan menurut para ahli :

1.

Kaufman : sebagaimana dikutip Harjanto, Perencanaan adalah suatu proyeksi tentang
apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan absah dan bernilai.

Bintoro Tjokroaminoto: mendefinisikan perencanaan sebagai proses mempersiapkan
kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan
tertentu.

Pramuji Atmosudirdjo: mendefinisikan perencanaan adalah perhitungan dan
penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan
tertentu, siapa yang melakukan, bilamana, dimana, dan bagaimana melakukannya.
SP. Siagiaan: mengartikan perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan
penentuan secara matang menyangkut hal-hal yang akan dikerjakan di masa datang
dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Y.Dior: berpendapat perencanaan perencanaan adalah suatu proses penyiapan
seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang , dalam

rangka mencapai sasaran tertentu.

Dari semua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah serangkaian

proses penentuan tindakan masa depan yang disertai pertimbangan yang logis dan kontinu

untuk memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan

tertentu.

Prinsip prinsip dari suatu perencanaan adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.

Penentuan pilihan (setting up choices)
Penetapan pengagihan sumberdaya (resources allocation)
Penetapan dan usaha pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan (setting up goals

and objectives)



4. Penetapan dan usaha pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan (setting up goals
and objectives)

5. Berfikir System, holistik, dan berkelanjutan (sustainable development)

Baik individu maupun organisasi perlu rencana. Apakah kita merencanakan sebuah pesta,
liburan, langkah berikutnya dalam karir, atau program penjualan yang baru, perencanaan
merupakan proses dasar yang kita pergunakan untuk memilih tujuan kita dan menentu' kan
bagaimana mencapainya.
Adapun manfaat dari perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penuntun arah dan acuan pembangunan

2. Minimalisasi Ketidakpastian

3. Minimalisasi inefisiensi sumber daya

4. Penetapan Standar dalam Pengawasan Kualitas

5. Menghasilkan keadaan yang lebih baik

Empat Langkah Pokok dalam Perencanaan

Langkah 1: Tetapkan sasaran atau perangkat tujuan Perencanaan diawali dengan
keputusan mengenal apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh sebuah organisasi atau
sub-unit. Tanpa adanya suatu definisi yang jelas mengenai tujuan, maka organisasi akan
menyebarkan sumberdayanya terlalu luas. Penentuan prioritas dan pemaparan Secara
tegas tujuan-tujuannya memungkinkan organisasi dapat memusatkan sumberdayanya
secara efektif.

Langkah 2: Tentukan situasi sekarang. Berapa jauh organisasi atau sub-unit dari
tujuannya? Sumberdaya apa yang tersedia untuk men. capai tujuan tersebut? Hanya
setelah keadaan terakhir dari persoalan yang ada dianalisis, rencana dapat disusun untuk
membuat peta ke. majuan selanjutnya. Jalur komunikasi yang terbuka di dalam organi.
sasi dan di antara sub-unitnya akan memberikan informasi _teruta. ma data keuangan dan
statistik yang diperlukan untuk langkah kedua ini.

Langkah 3: Identifikasikan pendukung dan penghambat tujuan. Faktor apa dalam
lingkungan-luar dan lingkungan-dalam yang dapat membantu organisasi mencapai

tujuannya? Faktor apa yang mungkin menimbulkan masalah? Memang mudah untuk



melihat apa yang sedang terjadi sekarang, tetapi masa depan tidak pernah jelas.
Walaupun sulit dilakukan, namun mengantisipasi situasi, masalah, dan peluang di masa
yang akan datang merupakan bagian penting perencanaan. (Peranan penting ramalan
akan dibahas secara lebih terinci dalam Bab 7).

Langkah 4: Kembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan.
Langkah terakhir dalam proses perencanaan menyangkut pengembangan berbagai
alternatif cara bertindak untuk mencapai tujuan atau tujuan-tujuan yang diinginkan,
mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dan memilih alternatif yang paling sesuai (atau
sekurang-kurangnya cukup sesuai) untuk mencapai tujuan. Ini merupakan suatu langkah
untuk mengambil keputusan mengenai tindakan di masa depan dan paling relevan dengan
pedoman pengambilan keputusan yang efektif (akan dibahas dalam Bab 6). Keempat
langkah perencanaan ini tidak diperlukan, jika manujer, setelah menelaah kecenderungan
yang terakhir, memperkirakan bahwa rencana yang sudah berlaku akan membawa
organisasi atau subunit kepada tujuannya yang diinginkan. Dalam hal seperti itu,
biasanya menajer memperhatikan (yaitu, mengendalikan) dengan cermat kemajuan dalam
rencana yang lama, serta siap memberikan reaksi secara cepat jika rencana tersebut tidak
sesuai dengan harapan. Namun demikian, terlalu sering kita membuat perencanaan

karun" kondisi sekarang tidak menunjang pencapaian tujuan dan harapan

MACAM PERENCANAAN
Macam-macam perencanaan dapat dikelompokkan didasarkan pada beberapa segi yaitu: (1)

berdasarkan jangka waktu, (2) berdasarkan sifat perencanaan, (3) berdasarkan alokasi

sumber daya, (4) berdasarkan tingkat keluwesan, (5)sistem ekonomi yang dianut, dan (6)

berdasarkan cara pelaksanaannya (arus informasi).

1.

BERDASARKAN J ANGKA WAKTU
Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi 3: perencanaan jangka
panjang (perspektif), jangka menengah, dan jangka pendek.
a) Perencanaan Jangka Panjang (Perspektif)
Istilah perencanaan perspektifatau perencanaan jangka panjang biasanya
mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Pada hakikatnya, rencana

perspektif adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka



waktu yang lebih panjang_ Tetapi, rencana perspektif bukan berarti satu rencana
untuk keseluruhan jangka waktu 15 atau 20 tahun tersebut. Pada kenyataannya,
tujuan dan sasaran luas tersebut harus dicapai dalam jangka waktu tertentu
dengan membagi rencana perspektif itu ke dalam beberapa rencana jangka
menengah dan jangka pendek.

Tujuan pokok rencana perspektif adalah untuk meletakkan landasan bagi rencana
jangka menengah dan jangka pendek, sehingga masalah-masalah yang harus
diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat panjang dapat dipertimbangkan
dalam jangka menengah dan jangka pendek.

Menurut Tinbergen (1976), orang dapat mengungkapkan di dalam rencana
perspektif, kekuatan-kekuatan yang dampaknya dabat diperkirakan dengan agak
pasti dalam jangka panjang. Ini meliputi pertumbuhan penduduk, pengaruh
pendidikan, yang hanya tampak dalam jangka panjang dan kemajuan teknologi.
Faktor-faktor yang peka terhadap perubahan seperti hasil panen yang tergantung
pada cuaca dan faktor lain yang peka terhadap fluktuasi yang tidak teratur, tidak
dapat dan mungkin tidak perlu dipertimbangkan.

Sementara itu, Mahalanobis (1955) mengamati bahwa perencanaan perspektif
merupakan proses berkesinambungan dan mempunyai dua aspek pokok. Aspek
yang pertama adalah perencanaan yang sedang berjalan diarahkan pada proyek-
proyek yang dicantumkan dalam rencana jangka pendek (tahunan) di dalam
kerangka rencana jangka menengah (lima tahunan). Rencanarencana jangka
menengah berikutnya itu sendiri harus disesuaikan dengan kerangka perencanaan
perspektif yang lebih luas dengan tenggang waktu yang panjang sekitar 10-25
tahun, atau bahkan lebih.

Aspek kedua adalah bahwa perencanaan perspektif terutama akan menyangkut
aspek ilmiah dan teknis pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Studi dan
penelitian akan diarahkan pada pemecahan masalah praktis dan pada umumnya
akan menjadi semacam penelitian operasional (walaupun masalah penelitian
dasar jelas akan muncul dari waktu ke waktu). Hal ini akan membutuhkan kerja
sama aktif dari sejumlah insinyur, ahli teknik, ahli ekonomi, ahli statistik dan

pekerja di hampir semua bidang baik ilmu sosial maupun ilmu alam.



b) Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan jangka menengah biasanya mempunyai rentang waktu antara 4
sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah ini walaupun masih
umum, sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat
diproyeksikan dengan jelas.

Perencanaan Jangka Pendek

Rencana jangka pendek mempunyai rentang waktu 1 tahun. biasanya disebut
juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana perspektif
dan jangka menengah.

rencana jangka pendek biasanya lebih akurat, karena melihat masa depan dalam
jangka yang lebih pendek lebih mudah daripada masa depan dalam jangka yang
lebih panjang. Oleh karena itu, dilihat dari aspek penyimpangan antara rencana
dan sasaran yang akan dicapai, perencanaan jangka pendek mempunyai
penyimpangan yang lebih kecil dibanding perencanaan jangka panjang. Rencana-
rencana jangka pendek yang pernah dilaksanakan di Indonesia antara lain:
Rencana Hatta (1947), Rencana Kasimo (1948-50), dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang dilakukan sejak tahun 1969 sampai sekarang.

Setiap rencana biasanya dibagi menjadi rencana sektoral dan rencana regional.
Rencana regional meliputi wilayah, daerah, dan lokal yang selanjutnya dipecah
menjadi rencana sektoral untuk pertanian, industri, perdagangan luar negeri,
transportasi dan sebagainya. Rencana sektoral dibagi lagi menjadi subrencana
berikutnya untuk masing-masing cabang seperti, rencana produksi pangan,
rencana produksi semen, rencana ekspor, dan sebagainya.

Semua rencana dan subrencana di dalam perencanaan jangka menengah dan
jangka pendek selalu dikaitkan dengan rencana perspektif. Rencana perspektif
menggambarkan sasaran jangka panjang, sementara rencana dan subrencana
yang sedang berjalan merupakan penunjang penting bagi yang disebutkan
pertama kali untuk mencapai sasaran tersebut. Seperti kita ketahui, perencanaan
merupakan proses yang berkesinambungan dan tidak dapat dipisah-pisahkan
dalam periode jangka pendek. Karenanya, rencana jangka menengah yang sedang

berlangsung merupakan proyeksi dari rencana sebelumnya, dan akan mengantar



ke rencana berikutnya. Perencanaan adalah gerakan berkesinambungan menuju
tujuan yang diinginkan dan karena itu, semua keputusan penting harus dibuat
oleh badan yang mengetahui tujuan tersebut. Bahkan dalam mempertimbangkan
jangka menengah pun harus selalu mempertimbangkan rencana jangka panjang.

2. BERDASARKAN SIFAT PERENCANAAN

Berdasarkan pada sifat perencanaan, perencanaan dapat dibagi menjadi 2 macam:

perencanaan dengan komando (planning by direction) dan perencanaan dengan

rangsangan (planning by inducement)

a. Perencanaan dengan Komando
Perencanaan dengan komando biasanya dilaksanakan di masyarakat sosialis seperti
mantan negara Uni Soviet. Perencanaan dengan cara ini tidak menghendaki adanya
liberalisme. Pada sistem ini ada satu penguasa pusat yang merencanakan, mengatur,
dan memerintahkan pelaksanaan rencana sesuai dengan sasaran dan prioritas yang
telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan seperti itu bersifat menyeluruh dan
mencakup keseluruhan perekonomian. Oscar Lange dalam tulisannya yang berjudul
Essays on Economic Planning (19 ) mengatakan bahwa sepanjang menyangkut sektor
sosialis, rencana nasional merupakan perintah yang mengikat. Sasaran rencana
nasional dan pembiayaannya merupakan perintah untuk dilaksanakan oleh berbagai
departemen dan perusahaan yang berada di bawah kekuasaannya. Departemen-
departemen dan perusahaan-perusahaan harus melaksanakan petunjuk rencana,
dengan cara perencanaan seperti ini, pemerintah meletakkan posisi komando di
tangannya dengan menguasai seluruh Sektor pertanian dan sektor industri swasta,
perbankan serta transportasi. Tanpa pemusatan seperti itu pemerintah akan
kekurangan alat untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Ketentuana ketentuan
dalam rencana tersebut semata-mata “kemauan baik” saja tanpa melekatkan jaminan
pelaksanaan di dalamnya.
Perencanaan dengan sistem komando ini mempunyai beberapa kelemahan yaitu:
sistem perencanaan ini berkaitan dengan rejim pemerintahan yang sangat birokratis
dan totaliter. Di dalamnya sama sekali tidak ada kedaulatan konsumen. Masyarakat

tidak boleh berbelanja dan mengkonsumsi sesuai dengan selera mereka. Bahkan hak



untuk memilih pekerjaanpun tidak ada. Baik pasar konsumen maupun pasar tenaga
kerja ditentukan oleh penguasa perencanaan. Karena pendistribusian dan
pengendalian harga terletak pada satu tangan. perencanaan dengan komando ini
kurang tepat guna karena sistem ekonomi saat ini sangat rumit. Dan perencanaan

dengan komando ini sifatnya tidak luwes.

b. Perencanaan dengan Rangsangan (planning by inducement).
Perencanaan dengan rangsangan merupakan sistem perencanaan yang demokratis.
Sistem ini dilakukan dengan cara memanipulasi pasar. Tidak ada keharusan, tetapi
ajakan. Ada kebebasan berusaha, kebebasan berkonsumsi, dan kebebasan
berproduksi. Tetapi kebebasan ini tunduk pada pengendalian dan pengaturan
pemerintah. Masyarakat diajak melakukan sesuatu melalui kebijaksanaan fiskal dan
moneter yang ditetapkan pemerintah. Jika badan perencanaan hendak mendorong
produksi suatu komoditi, maka badan tersebut dapat memberikan subsidi kepada
perusahaan. Dan jika badan tersebut menemui kelangkaan barang di pasar maka
badan tersebut dapat melakukan pengendalian harga dan penjatahan. Dalam upaya
untuk meningkatkan pembentukan laju pertumbuhan modal, badan perencanaan
kemudian dapat melakukan investasi pemerintah dan/atau mendorong investasi
swasta. Badan tersebut dapat mengambil kebijaksanaaan moneter yang sesuai dan
pada saat yang sama menerapkan kebijaksanaan perpajakan yang dapat mendorong
investasi dan menekan konsumsi. Jadi perencanaan dengan rangsangan ini dapat
mencapai hasil yang sama dengan yang dicapai oleh perencanaan dengan komando,

tetapi hanya sedikit mengorbankan kemerdekaaan individu.

3. BERDASARKAN ALOKASI SUMBER DAYA
Berdasarkan pengalokasian sumber daya perencanaan dibagi menjadi dua: perencanaan
keuangan dan perencanaan fisik.
Perencanaan keuangan adalah teknik perencanaan dalam mengalokasikan dana (uang),
sementara perencanaan fisik berkenaan dengan pengalokasian sumber daya secara fisik

misalnya manusia, bahan, dan peralatan.



4. BERDASARKAN TINGKAT KELUWESAN
Berdasarkan tingkat keluwesan suatu perencanaan, perencanan dibagi menjadi 2:
perencanaan indikatif dan perencanaan Imperatif
a. Perencanaan Indikatif

Percncanaan indikatif terjadi di Perancis. Perencanaan jenis ini bersifat luwes.
Perencanaan di negara sosialis sebagaimana diketahui bersifat menyeluruh, di
mana badan perencanaan sampai menentukan hal-hal yang rinci seperti jumlah
yang akan diinvestasikan pada masing-masing sektor, penetapan harga produk
dan faktor produksi, dan jenis serta kuantitas produk yang akan diproduksi.
Karena adanya ketidakluwesan pada tipe perencanaan ini, maka jika timbul
gangguan pada satu sektor, gangguan tersebut akan berpengaruh buruk pada
keseluruhan perekonomian, yang tidak dapat diatasi dengan segera. Sistem
perencanaan Perancis terhindar dari semua persoalan seperti itu karena dalam
pelaksanaan rencana nasional didasarkan pada prinsip desentralisasi. Cara ini
dikenal sebagai perencanaan lunak atau perencanaan indikatif, yang berbeda
dengan perencanaan imperatifatau perencanaan menyeluruh.
Perencanaan indikatif adalah ekonomi campuran ala Perancis dan sama sekali
berbeda dengan tipe perencanaan yang berlaku pada ekonomi campuran lainnya
di dunia. Di dalam ekonomi campuran, sektor swasta bekerja bersama.
Pemerintah mengawasi dan mengatur sektor swasta dengan berbagai cara
sehingga sektor swasta dapat bekerjasama dalam memenuhi sasaran dan prioritas
rencana tersebut. Metode untuk mengawasi sektor ini biasanya adalah izin, kuota,
harga dan penentuan kuantitas produk yang dihasilkan, bantuan keuangan dan
sebagainya. Sektor swasta ini harus bekerja berdasarkan petunjuk pemerintah.
Tetapi pada perencanaan indikatif sektor swasta tidak diawasi ataupun diarahkan
secara ketat untuk memenuhi sasaran dan priotitas rencana. Sektor swasta justru
diharapkan untuk memenuhi sasaran demi keberhasilan rencana tersebut.
Pemerintah menyediakan segala jenis fasilitas bagi sektor swasta tetapi tidak
mengarahkannya, bahkan menunjukkan tempat di mana swasta dapat berperan

dalam pelaksanaan rencana tersebut.
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Perencanaan indikatif telah diterapkan di Perancis semenjak lencana Monnet
1947-50. Di dalam sistem perencanaan Perancls itu, sektor negara mencakup
sektor-sektor dasar seperti batu para, semen, baja, transportasi, bahan bakar,
pupuk dan peralatv an pertanian, elektronik, pariwisata dan sebagainya. Pada
sektor ini, pemenuhan sasaran produksi merupakan keharusan. Di samping itu,
ada tindakan pokok tertentu yang dianggap penting bagi kehidupan sektor dasar
tersebut dan karenanya langsung ditangani negara.

Tindakan pokok tersebut adalah: (1) pengembangan penelitian ilmiah dan teknis
temasuk tenaga atom, (2) penurunan biaya melalui program jangka panjang dan
rasionalisasi, (3) spesialisasi dan pengelompokan kembali industri, (4) organisasi
pasar produk pertanian, dan (5) rekonversi perusahaan lama dan penggantian
tenaga pensiun. Pada sektor ekonomi yang tersisa dan bahkan pada bidang-
bidang di atas di mana sektor swasta berdampingan dengan sektor pemerintah,
perencanaan bersifat indikatif. Perencanaan indikatif hanya dapat dilakukan
melalui pemaduan berbagai perencanaan yang secara sendiri-sendiri tidak dapat

mungkin dapat mencapai tujuannya.

. Perencanaan Imperatif

Dalam pada itu di bawah perencanaan imperatif semua kegiatan dan sumber daya
ekonomi berjalan menurut komando negara. Ada pengawasan menyeluruh oleh
negara terhadap faktor produksi. Keseluruhan sumber daya dipakai semaksimal
mungkin dalam rangka memenuhi sasaran rencana. Tidak ada kedaulatan
konsumen di dalamnya. Konsumen mendapatkan barang-barang dalam jumlah
tertentu dan harga tertentu, bahkan sering kali dijatah. Produksi barang-barang
disesuaikan dengan Kkebijaksanaan pemerintah. Apa dan berapa banyak
barang/jasa yang harus diproduksi semuanya diputuskan oleh manajer
perusahaan atau pabrik atas komando komisi perencanaan atau penguasa
perencanaan pusat.

Oleh karena kebijaksanaan dan keputusan pemerintah biasanya kaku, maka
jumlah produksi tidak dapat diubah dengan mudah. Jika ada kemacetan dalam

memenuhi sasaran produksi pada suatu tahap, kemacetan itu berpengaruh buruk
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pada semua sektor produksi terkait. J ika manajer industri tidak melaksanakan
rencana produksi sebagaimana mestinya, produksi merosot dan merusak seluruh
proses produksi dalam perekonomian. Perencanaan seperti itu kini dilakukan di

Cina dan mantan negara Uni Soviet.

5. BERDASARKAN SISTEM EKONOMI
Berdasarkan sistem ekonomi yang dianut suatu negara, perencanaan dapat dibagi
menjadi: perencanaan dalam kapitalisme, perencanaan dalam sosialisme, dan

perencanaan dalam ekonomi campuran.

a. Perencanaan dalam Kapitalisme

Perencanaan dalam sistem kapitalisme tidak disandarkan pada rencana yang
terpusat (central plan). Dengan tiadanya rencana pusat, maka alat-alat
produksi bisa dimiliki secara pribadi. Produksi juga dilaksanakan oleh
perusahaan swasta. Kegiatan ini tidak direncanakan oleh pemerintah. Harga
pasar ditentukan oleh kekuatan pasar dan tidak ditetapkan oleh pemerintah.
Jadi di bawah sistem perencanaan kapitalis, lembaga-lembaga milik swasta,
perusahaan swasta dan mekanisme harga selalu bekerja. Dengan terus
hidupnya lembaga-lembaga ini maka tidak ada perencanaan menyeluruh
dalam kapitalisme. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah hanya
tersedia dalam lingkup yang terbatas: untuk mengekang pamrih pribadi demi
pelayanan masyarakat secara keseluruhan, dan untuk melengkapi sistem
harga serta menjamin agar sistem ini bekerja secara efisien.

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah dengan ekonomi kapitalis
menjalankan tiga fungsi: (1) mengambil langkahlangkah yang tepat untuk
menjaga agar permintaan agregat tidak terlalu kecil atau terlalu besar
sehingga terhindar dari resesi dan inflasi. Untuk itu, pemerintah mengatur
segala kegiatan perusav haan swasta. Pemerintah mendirikan lembaga kredit
dan moneter, dan menerapkan kebijaksanaan Fiskal sesuai dengan situasi
ekonomi negara; (2) mencegah pemusatan monopoli. Di dalam kapitalisme,

monopoli mengganggu mekanisme harga. Untuk mempertahankan harga
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(monopoli membatasi output sehingga sumber daya yang digunakan menjadi
lebih kecil). Untuk mecegah monopoli dan praktek monopolistik, pemerintah
menerapkan kebijaksanaan anti-monopolistik dan bahkan menasionalisasi
beberapa perusahaan monopolistik demi kepentingan masyarakat seluruhnya;
(3) mengambil langkah-langkah bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat
dalam bentuk kesehatan masyarakat, pengendalian banjir, dan sebagainya.
Semua kegiatan pemerintah tidak dikoordinasikan oleh rencana terpusat
apapun.

Jadi perencanaan dalam kapitalisme dibatasi pada kegiatan pemerintah yang
sifatnya mengatur sedemikian rupa untuk menghindarkan resesi atau inflasi,
untuk mencegah pemusatan monopoli, untuk menaikkan kualitas kehidupan
rakyat, dan untuk menciptakan kondisi demi kelancaran fungsi mekanisme

harga dengan kadar persaingan yang memadai.

b. Perencanaan dalam Sosialisme

Perencanaan dalam sosialisme didasarkan pada rencana yang terpusat. Ada
penguasa atau badan perencanaan pusat yang merumuskan rencana bagi
keseluruhan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah
diletakkan dalam rencana selama jangka waktu yang ditetapkan pemerintah
mengorganisasikan dan mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan
komando dan pengawasan secara terencana. Masalah-masalah pokok
perekonomian mengenai apa dan berapa banyak barang/ jasa yang akan
diproduksi, bagaimana, bila, dan untuk siapa barang/jasa’ tersebut
dialokasikan, semuanya diputuskan oleh badan tersebut.

Rencana pusat tersebut di atas memuat semua tujuan sosioekonomi secara
pasti. Tujuan itu mencakup: permintaan agregat; tingkat pengerjaan penuh,
pemenuhan permintaan masyarakat, alokasi faktor-faktor produksi, distribusi
pendapatan nasional, jumlah akumulasi modal, atau pembangunan ekonomi,
dan sebagainya.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, badan perencanaan itu memiliki dan

mengawasi sendiri alat-alat produksi dan distribusi. Pertambangan,
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peternakan, pabrik, lembaga keuangan, saluran distribusi seperti toko, toko
serba ada, perdagangan internal dan eksternal, sarana transportasi dan
komunikasi dan sebagainya, semuanya dimiliki, diawasi dan diatur oleh
departemen-departemen pemerintah dan perusahaan negara di bawah
pemilikan dan pengawasan menyeluruh badan perencanaan. Produksi di
berbagai sektor perekonomian ditentukan berdasarkan prioritas dan sasaran
rencana. Produksi barang-barang konsumsi pada umumnya ditentukan
berdasarkan keinginan konsumen dan barang-barang yang tersedia
didistribusikan kepada mereka dengan harga yang pasti. Di dalam
perencanaan sosialis, kedaulatan konsumen hanya dibatasi pada pemilihan
barang-barang yang secara sosial bermanfaat dan oleh badan perencanaan
dianggap tepat untuk diproduksi dan disediakan untuk masyarakat.

Proses penentuan harga di bawah perencanaan sosialis tidak berjalan secara
bebas tapi bekerja di bawah pengaturan dan pengawasan badan perencanaan
pusat. Menurut Dickinson, perencanaan sosialis dan proses penentuan harga
itu tidaklah bertolak belakang. Malahan, mereka merupakan asas-asas
pengaturan ekonomi yang saling melengkapi. Yang pertama menapang yang
belakangan melalui empat cara: Pertama, untuk memberikan pedoman umum
menuju ekonomi sosialis. Kedua, untuk membuat keputusan dimana indikasi
pasar kurang. Ketiga, untuk melenyapkan fluktuasi siklis dalam kegiatan
ekonomi. Keempat, untuk menghadapi keadaan-keadaan darurat tertentu.
Jadi, proses penentuan harga memainkan peranan penting di bawah
perencanaan sosialis meskipun harga ditetapkan oleh badan perencanaan. Di
negara seperti itu ada harga pasar yang menjadi dasar penjualan barang-
barang konsumsi dan barang investasi, dan pemilihan metode produksi.
Proses penentuan harga tersebut tidak mempengaruhi rencana. Proses tersebut

sebaliknya tunduk pada rencana pusat.

c. Perencanaan dalam Ekonomi Campuran
Perekonomian campuran adalah gabungan dua sistem ekonomi, kapitalisme

dan sosialisme. Sistem ini merupakan system yang bebas dari kejelekan
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kapitalisme dan sosialisme tetapi menyatupadukan segi-segi baiknya. Itulah
mengapa perekonomian ini dikenal sebagai perekonomian campuran yang
merupakan jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Lewat
perencanaan, kelebihan perekonomian sosialis dikembangkan dan
kekurangan kapitalisme dicoba untuk diubah.

Perencanaan dalam perekonomian campuran tidak bersifat menyeluruh
seperti dalam pengertian perencanaan sosialis. Untuk tujuan pembangunan
ekonomi sistem perencanaan ini membagi perekonomian negara ke dalam
sektor pemerintah dan sektor swasta. Sektor pemerintah berada di bawah
pengawasan langsung pemerintah, yang mengatur produksi dan distribusinya.
Biasanya semua jasa dengan harapan laba yang rendah tapi membutuhkan
investasi besar dengan masa petik hasil yang panjang dioperasikan di bawah
sektor pemerintah, seperti angkutan kereta api, jalan raya dan udara,
pembangkit tenaga listrik, pos dan telekomunikasi, dan sebagainya.
Perusahaan-perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak
diselenggarakan oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat. Di samping itu,
industri pertahanan, industri atom, industri berat dan industri strategis
semuanya diselenggarakan oleh sektor pemerintah. Alokasi investasi, sasaran
dan prioritas sektor ini semuanya ditetapkan di dalam rencana.

Di dalam perekonomian campuran ada sektor swasta dalam mana perorangan
mengelola sendiri apa yang mereka miliki, biasanya di bidang peternakan,
industri dan perdagangan eceran. Dengan memperhatikan kepentingan
umum, pemerintah mengatur kelangsungan hidup sektor ini dengan
memberikan pembinaan, subsidi, fasilitas kredit, bahan mentah, tenaga
murah, fasilitas angkutan murah, pembebasan pajak, konsesi dan sebagainya,
dan dengan pedoman dan pengawasan administratif. J ika industri tertentu
tidak bekerja secara memuaskan atau berjalan berlawanan dengan
kepentingan umum, pemerintah menasionalisasikannya dengan membayar
ganti rugi yang layak.

Sektor yang didasarkan pada prinsip koperasi juga ada dalam perekonomian

campuran. Sektor ini biasanya dijumpai di bidang peternakan, perusahaan
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susu, jual beli dan industri kecil. Sektor koperasi diorganisir oleh rakyat
dengan bantuan badan koperasi pemerintah untuk mengurangi kecenderungan
pasar yang eksploitatif dan untuk menanamkan semangat kerja sama dan
semangat mandiri.

Perencanaaan dalam suatu perekonomian campuran dimaksudkan untuk
memberikan semua kebebasan yang dikenal dalam kapitalisme seperti
kebebasan berkonsumsi, kebebasan berproduksi, kebebasan bekerja,
kebebasan memiliki dan sebagainya. Tetapi kebebasan-kebebasan ini tidak
dapat dinikmati secara mutlak dengan mengorbankan kepentingan umum.
Karenanya pemerintah melakukan pembatasan terhadap kebebasan ini
dengan peraturan dan pengawasan yang tepat terhadap kegiatankegiatan
ekonomi seperti produksi dan distribusi barang penting dalam rangka
mencegah penimbunan dan pemasaran secara gelap, dan bahkan
penjatahannya dalam hal terjadinya kelangkaan yang gawat, pengaturan dan
pengendalian terhadap milik Swasta dalam rangka pemerataan, terhadap
pemusatan monopoli kekuatan ekonomi, dan sebagainya.

Tujuan akhir dalam perekonomian campuran adalah untuk Membuang
kejelekan kapitalisme dan memajukan kesejahteraan ralryat secara
maksimum. Yakni yang ingin dicapai melalui berbagai langkah yang telah
digambarkan di atas. Di samping itu, Untuk melindungi pekerja dari
penghisapan kapitalis, pemerintah Mengeluarkan undang-undang perburuhan
dan menetapkan “pah minimum, jam kerja dan sebagainya, dan memberikan
jaw Ininan sosial dalam bentuk asuransi jiwa, asuransi pengangguran,
bensiun, dana hari esok, kepentingan bersalin, pendidikan cumaw cuma
sampali tingkat tertentu, fasilitas rekreasi dan sebagainya.

Melalui langkah-langkah ini pula pemerintah berusaha meng... rangi

ketimpangan pendapatan.

6. BERDASARKAN CARA PELAKSANAANNYA
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Dilihat dari sudut pelaksanaannya, perencanaan dapat dibedakan menjadi perencanaan

sentralistik (centralized) atau topdown planning dan perencanaan desentralistik

(decentralized) atau bottom-up planning.

a. Perencanaan Sentralistik
Pada perencanaan sentralistik, keseluruhan proses perencahaan suatu negara
berada di bawah badan perencanaan pusat adan ini merumuskan suatu
rencana pusat, menetapkan tujuan sasaran dan prioritas untuk setiap sektor
perekonomian. Semua keputusan investasi diputuskan badan tersebut sesuai
dengan tujuan dan sasaran rencana. Masalah-masalah pokok pereko. nomian
apa dan berapa banyak barang/jasa yang akan diproduksikan, bagaimana, bila
dan dimana barang/jasa tersebut akan diproduksi, dan kepada siapa
barang/jasa dialokasikan pemecahannya tergantung pada keputusan badan ini.
Badan perencanaan pusat tersebut mengendalikan setiap aspek
perekonomian. Badan ini menetapkan harga semua produk dan upah dari
semua jenis kerja. Semua ketidakseimbangan faktor produksi dan produksi
dalam arti keuangan yang diperkirakan akan timbul dalam jangka waktu
perencanaan dicoba untuk diperbaiki lebih dulu oleh badan perencanaan. .
Banyak yang tidak menyukai perencanaan sentralistik ini karena sifatnya
yang tidak demokratis. Keseluruhan proses perencanaan didasarkan pada
pengawasan dan pengaturan birokratis. Perencanaan seperti itu sudah barang
tentu kaku. Kebebasan ekonomi tidak ada sedikitpun, semua kegiatan
diarahkan dari atas. Kelangkaan dan kesalahan yang timbul selama
pelaksanaan perencanaan tidak mungkin untuk diralat karena tidak adanya
desentralisasi pengambilan keputusan. Sistem perencanaan seperti ini sering
juga disebut sebagai perencanaan dari atas top-down planning.
b. Perencanaan Desentralistik

Pada sisi lain, perencanaan desentralistik mengacu pada pelaksanaan rencana
dari bawah (bottom-up planning). Rencana dirumuskan oleh badan
perencanaan pusat setelah berkonsultasi dengan berbagai unit administrasi
negara. Rencana pusat ini menggabungkan rencana daerah/wilayah.

Demikian pula, rencana bagi berbagai industri dirumuskan setelah
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berkonsultasi dengan para wakil dari sektor industri. Tetapi setiap perusahaan
dan para petani bebas untuk mengambil keputusan mereka masing-masing
yang berkenaan dengan kebijaksanaan investasi dan output.

Pada perencanaan desentralistik ini, harga barang dan jasa terutama
ditentukan oleh mekanisme pasar, kendati ada pengawasan dan pengaturan
oleh pemerintah di bidang kegiatan ekonomi tertentu. Pada perencanaan ini
ada kebebasan berkonsumsi, berproduksi dan berusaha. Akan tetapi, badan
perencana menganjurkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat

untuk memberikan rangsangan tertentu kepada sektor swasta.
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B. Teori dan Konsep Pembangunan

Pada dasarnya pembangunan adalah sebuah perubahan kearah yang lebih baik, dari kondisi
yang biasa saja menuju kondisi yang lebih baik. Berikut beberapa pengertian pembangunan
menurut para ahli:

1. Todaro: Pembangunan dibagi dalam tiga komponen dasar, sebagai basis konseptual dan
pedoman praktis dalam memahami pembangunan yang paling hakiki yakni kecukupan
yang memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan rasa harga diri atau jati diri serta
kebebasan dalam memilih. Selanjutnya, Todaro mengemukakan bahwa pembangunan
adalah suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai hal yang mendasar atas
struktur sosial sikap-sikap masyarakat, dan institusi nasional, disamping tetap mengejar
akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan,pengentasan
kemiskinan.

2. Ginanjar kartasamita: Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih
baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

3. Siagian: Pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan
perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara atau bangsa
yang menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).

4. Deddy T.Tikson: Pembangunan merupakan transformasi ekonomi, strategi dan budaya
yang secara sengaja melalui kebijakan dan juga strategi menuju kearah yang diinginkan.

5. Surkino: Pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan
perkapita masyarakat dapat meningkat dalam jangka panjang. Jadi pembangunan adalah
rangkaian usaha mewudkan pertumbuhan dan perubahan kearah yang lebih baik melalui
upaya yang dilakukan secara terencana dengan menggunakan sumberdaya untuk
mencapai tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Pembangunan sering dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu

situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi; dengan kata

lain pembangunan menyangkut proses perbaikan (Seers,.2). Batasan pembangunan yang
nampaknya bebas dari kaitan tata nilai tersebut di dalam realitasnya menimbulkan
interpretasi-interpretasi yang sering kali secara diametrik bertentangan satu sama lain
sehingga mudah menimbulkan kesan bahwa realitas pembangunan pada hakekatnya

merupakan self projected reality. Sumber perbedaan pendapat ini pun beraneka ragam, mulai
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dari perbedaan dalam perspektif epistemologik-ontologik pada tingkat filsafati. sampai
kepada perbedaan penilaian atas tuah pembangunan sebagaimana diwujudkan oleh umpan
balik pembangunan itu sendiri pada tingkat empirik.

Rentangan perbedaan membentang mulai dari perbedaan persepsi tentang hakekat nilai
pembangunan yang harus dicapai (indikator ekonomi klasik versus indikator neoekonomi);
perbedaan persepsi tentang hakekat proses pembangunan itu sendiri (teori konflik versus
teori ekuilibrium); perbedaan pendapat tentang penahapan dan jalur pembangunan (unilinear
versus multilinear, necessity model versus possibility model); perbedaan persepsi tentang
dimensi hubungan antarbangsa di dalam proses pembangunan (dependency model versus
difusionisme); perbedaan pandangan tentang keseimbangan antara manusia dengan
lingkungan hidupnya (limits to growth versus models of doom); perbedaan pandangan
tentang pemilikan faktor produksi (capitalist mode of production versus socialist mode of
production); perbedaan dalam strategi pembangunan (pertanian versus industri: big push
strategy versus unbalanced growth strategy), dan sebagainya.

Di dalam modul ini tidak diuraikan semua titik perbedaan pandangan tentang konsep,
kebijakan dan strategi pembangunan tersebut di atas, namun akan dijelaskan nanti di kelas.
Uraian berikut dimaksudkan untuk sedikit mengungkap dinamika perubahan nila.
pembangunan dalam perspektif diakronis. Karena justru dari pergeseran nilai tadi.

mengejawantahkan pelbagai variasi pendapat di dalam dimensi lain pembangunan.

PERGESERAN NILAI DALAM KONSEP PEMBANGUNAN

Sebagaimana telah disebutkan di muka, pengertian pembangunan menimbulkan pelbagai
macam interpretasi. Bagi orangorang tertentu terminologi tersebut merupakan mitos bagi
segala Kketerbelakangan; bagi orang-orang lain terminologi tersebut justru harus
didemistifikasi kan. Namun Kiranya tidak terlalu sukar bagi kita untuk melacak pergeseran

nilai yang terkandung di dalam konsep pembangunan tersebut.

Aliran Klasik dan Indikator Sosial.
Masa-masa setelah Perang Dunia Il ditandai oleh timbulnya kembali persoalan yang telah
pula menjadi titik perhatian para negarawan dan ahli ekonomi pada akhir abad XVI* dan

awal abad XIX, yaitu persoalan bagaimana menjamin perbaikan tingkat hidup secara terus-
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menerus (Higgins, 1968, p. 147). Pcrbaikan tingkat hidup tersebut tercermin di dalam
indikator ekonomi murni, yaitu kenaikan pendapatan nasional atau pendapatan per kapita
secara nyata serta kumulatif . Indikator ekonomi murni ini ternyata dicanangkan pula oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai indikator resmi badan tersebut dalam kurun waktu
"Dasawarsa Pembangunan I” (1960-1970). Indikator pembangunan terutama sekali
dinyatakan dalam angka pertumbuhan tahunan Produk Nasional Bruto (PNB) sebesar 6
persen. Angka pertumbuhan per kapita PNB digunakan untuk mengukur economic well-
being penduduk, yaitu seberapa banyak barang dan jasa tersedia untuk konsumsi dan

investasi bagi ratarata penduduk (Todaro, 60).

Indikator tersebut ternyata tidak memuaskan para ahli dan negarawan ketika ternyata bahwa
pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak menjamin adanya perbaikan tingkat hidup sebagian
besar massa rakyat lapisan ter. bawah. Oleh karenanya beberapa ilmuwan menambahkan
ukuran lain di samping ukuran ekonomi murni tadi; lahirlah apa yang kemudian dikenal
sebagai "indikator sosial”, yang mencakup antara lain pendidikan, ke. sehatan, perumahan,
pelayanan sosial, dan sebagainya. Jelas bahwa alirat indikator sosial ini menghendaki
perbaikan nasib rakyat kecil di dalam kerangka struktur dan lembaga sosial yang ada;
dengan kata lain mereka menghendaki dipeliharanya keseimbangan dan menolak perubahan
struktural.

Barangkali ide MASOL (Minimum Acceptable Standard Of Living) yang dikemukakan oleh
Doh Joon Chien mengejawantahkan pendapat aliran indikator sosial tadi. Sarjana Malaysia
ini mengusulkan agar setiap negara menentukan standar hidup minimal yang dapat diterima
oleh negara tersebut yang meliputi gizi, sandang, akomodasi, kesehatan dan pendidikan.
Setiap negara menentukan kualitas minimal bagi masing-masing kebutuhan dasar, dengan
mengingat sumber daya dan dana yang dimiliki. Dengan dasar standar hidup minimal itu
negara dapat memperkirakan rakyat yang berada di bawah garis MASOL tersebut; dan
dengan demikian mengetahui secara jelas target group bagi pembangunan. Namun di atas
garis MASOL, warga negara diberi kesempatan untuk mengakumulasikan kekayaannya,
suatu kondisi yang membuka kesempatan bagi tumbuhnya ketimpangan.

Sementara itu data empirik menunjukkan bahwa ide indikator sosial juga gagal untuk

mengangkat derajat kehidupan kaum miskin. Ketimpangan-ketimpangan makin menajam.
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Cita-cita penganut aliran indikator sosial untuk menciptakan "masyarakat raya” (the Great
Society) yang tidak menekankan pada “’seberapa banyak", tetapi "seberapa baik* dan tidak
mengutamakan persoalan “’kualitas barang milik kita” tetapi mengutamakan "kualitas hidup
kita" rupanya makin jauh dari kenyataan. Mahbub ul Hag, misalnya, menunjukkan bahwa
setelah dua dasawarsa pembangunan, kenaikan pendapatan per kapita per tahun bagi dua
pertiga umat manusia hanyalah mencapai kurang dari satu dolar (Mahbub ul Hag, 1973, p.
367). Demikian pula Surendra .L . Patel (1978) memperkirakan bahwa 75 persen penduduk
dunia dari negara-negara terbelakang hanyalah menerima 20 persen pendapatan dunia. Di
samping itu Griffin mengungkapkan bahwa di banyak negara berkembang 10 persen
golongan penduduk terkaya menikmati 40 persen pendapatan nasional mereka, sedangkan
40 persen penduduk golongan terbawah hanya menerima 12 persen dari pendapatan itu.

Apabila hasil perhitungan Griffin tersebut kita bandingkan dengan hasil perhitungan
Adelman dan Morris (1967) yang dikemukakan hampir satu dasawarsa sebelumnya, maka
ternyata bahwa nasib golongan penduduk termiskin ini tidak banyak berubah. Setelah
meneliti distribusi pendapatan di 42 negara yang sedang berkembang, Adelman dan Morris
menemukan bahwa 20 persen penduduk termiskin di negara-negara itu menerima 5,60
persen dari pendapatan nasional mereka; 60 persen golongan termelarat menerima 26 persen
pendapatan nasional; 40-60 persen mereka yang di tengah menerima 12 persen pendapatan
nasional, 5 persen penduduk terkaya menerima 30 persen pendapatan nasional; dan akhirnya

20 persen 8010ngan teratas menerima 56 persen pendapatan nasional.

Aliran Ekonomi Politik Neoklasik.

Ketimpangan-ketimpangan baik yang berlingkup global maupun yang bersifat nasional ini
mendorong para negarawan dan ilmuwan untuk memikirkan konsep pembangunan yang
lebih adil. Reaksi pertama yang berdimensi global mengejawantah pada pendukung aliran
ekonomi-politik neoklasik (neo-classical political economy) yang banyak dijiwai “oleh
Marxisme. Pelopor-pelopor aliran ekonomi-politik neoklasik seperti Andre Gunder Frank
(1967), Samir Amin (1976). dan Tamas Szentes (1971) melacak sebab-sebab
keterbelakangan (underdevelopment) dengan segala manifestasinya itu pada inkorporasi
masyarakat prakapitalis ke dalam sistem kapitalisme internasional. Penetrasi cara produksi

kapitalis (capitalist mode of production) ke dalam masyarakat prakapitalis menyebabkan di
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satu pihak proses retrogresi pada masyarakat prakapitalis tersebut, dan di lain pihak
perkembangan sistem kapitalisme internasional itu sendiri. Proses tersebut digambarkan oleh
Gunder Frank (1967) melalui tiga kontradiksi yang inheren pada sistem kapitalisme itu
sendiri: pertama, ekspropriasi surplus ekonomi oleh metropolis terhadap satelitnya dan
appropriasi surplus tersebut bagi pcmbangunan ekonomi metropolis itu sendiri; kedua
polarisasi sistem kapitalis ke dalam "metropolitan centers" dan “peripheral satellites"; dan
ketiga, kesinambungan struktur fundamental sistem kapitalis ini justru karena kelangsungan
kontradiksi itu.

neoklasik berpendapat bahwa proses "proletarisasi” negara prakapitalis yang terwujud
antara lain di dalam pelbagai macam ketimpangan tadi merupakan akibat langsung

hubungan eksploatatif antara dunia kapitalis, metropolis nasional, dan periphery.

Aliran Neoekonomi.

Reaksi lain terhadap meruyaknya ketimpanganketimpangan dalam pembagian pendapatan
yang berselubung di balik angkaangka GNP datang dari mereka yang diidentikkan sebagai
pencetus indikator pembangunan neoekonomi. Meskipun corak ekonomi masih jelas dalam
konsep mereka, namun ada perubahan fundamental di dalam cara memberikan makna
pertumbuhan ekonomi itu sendiri jika dibanding dengan ide pendukung indikator
pembangunan ekonomi klasik. Tokoh utama pendukung indikator neoekonomi ini, Dudley
Seers (1969), menegaskan bahwa ada 3 hal yang perlu ditanyakan tentang pembangunan
suatu negara, yaitu apa yang tengah terjadi dengan kemiskinan; apa yang tengah terjadi
dengan pengangguran; dan apa yang tengah terjadi dengan ketimpangan. Apabila jawaban
atas ketiga hal tersebut adalah "penurunan secara substansial” maka tidak diragukan lagi

bahwa negara tersebut baru mengalami periode pembangunan.

Aliran Pembangunan Berwajah Manusiawi.

Jelas bahwa baik aliran ekonomi-politik neoklasik maupun aliran neoekonomi telah
memberikan koreksi yang cukup fundamental terhadap konsep pembangunan ekonomi
klasik. Namun di dalam pencarian konsep pembangunan yang memberikan manfaat yang

sebesar-besarnya bagi umat manusia, para ilmuwan tidak berhenti di situ. Tuntutan
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mengenai perlunya pengutamaan wajah-wajah manusiawi dalam proses pembangunan mulai
menggema. Tokoh-tokoh seperti Denis Gould (1973), Ivan lllich (1973), Guerreiro Ramos
(1976) mengartikulasikan aspirasi kemanusiaan tersebut. Meskipun variasi di antara tokoh
yang satu dengan tokoh yang lain cukup tajam, namun kesemuanya memperjuangkan
penghormatan terhadap martabat manusia.

Illich, misalnya, mengemukakan konsep keseimbangan multidimensional dalam kehidupan
manusia yang dapat dijadikan kerangka untuk menilai hubungan antara manusia dan alat
yang dipakainya. Dia menganalisis secara tajam proses pembangunan yang di satu pihak
mengantarkan manusia pada masyarakat industri dan masyarakat teknokratik, tetapi di lain
pihak menciptakan teknologi dan alat dalam arti luas yang membelenggu kebebasan
individu. Dia menolak perbudakan atas manusia oleh teknologi dan mengusulkan apa yang
disebut dengan rekonstruksi convivial yang di dalamnya masyarakat mampu melindungi hak
dan kekuasaan individu dan masyarakat dapat memilih gaya hidupnya sendiri melalui
perubahan berskala kecil tetapi efektif; atau masyarakat mampu menciptakan kriteria dan
mekanisme yang dapat mendeteksi manipulasi manusia oleh dan demi kepentingan alat dan
teknologi yang diciptakan.

Penganut ide pembangunan berwajah manusiawi lainnya. Alberto Guerreiro Ramos,
menyimak adanya kecenderungan masyarakat modern didominasi oleh hanya salah satu
enclave di antara banyak enclave yang ada di dalam sistem sosial, yaitu enclave pasar.
Dominasi kehidupan manusia oleh enclave pasar ini mendegradasikan martabat manusia
menjadi makhluk yang semata-mata berfungsi sebagai pemaksimum manfaat (utility maxi.
mizer). Akibat dominasi yang demikian ini adalah unidimensionalisasi kehidupan manusia;
perilaku mereka terbentuk sebagai respons atas tuntutan yang dibebankan oleh mekanisme
pasar. Proses ini telah menanamkan akar-akarnya pada kehidupan masyarakat sehingga
unidimensionalisasi hidup manusia sering kali diidentikkan sebagai hakekat manusiawi itu
sendiri; di bawah tekanan sistem pasar tadi, tidaklah mengherankan kalau orang sering
menyalahtafsirkan hakekat manusiawi dan proses aktualisasi diri.

Ramos ingin membebaskan manusia dari dominasi pasar ini dengan mengarahkan
pembangunan pada terbentuknya masyarakat isonomy. Di dalam paradigma isonomy tadi
pasar hanyalah merupakan salah satu enclave di dalam realitas sosial yang bersifat

multisentrik; sedangkan individu hanyalah secara insidental bersifat sebagai pemaksimum
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manfaat, padahal hakekat manusiawinya yang lebih esensial adalah sebagai makhluk yang
selalu mengatur eksistensinya sesuai dengan tuntutan kebutuhan untuk mengaktualisasikan
dirinya; dan di dalam ruang sosial tadi (social space) individu tidak perlu mengadakan
konformasi total dengan sistem pasar, tetapi dia dapat mengambil bagian di dalam aneka
kegiatan enclave yang lain (Ramos, 3-4). Hal ini dimungkinkan karena otoritas di dalam
masyarakat isonomy bersifat luwes dan dapat bergeser dari individu yang satu ke individu
yang lain, sehingga diferensiasi antara pimpinan, manajemen, dan bawahan bersifat luwes
pula.
Pada akhirnya akan disoroti tokoh utama ilmuwan yang menginterpretasikan pembangunan
ckcnomi dari nilai-nilai kemanusiaan, yaitu Denis Goulet. Bagi Goulet gejala pembangunan
dan keterbelakangan (underdevelOpmen!) bukanlah semata-mata masalah ekonomi ataupun
pengukuran pendapatan. pengangguran, serta ketimpangan dalam arti kuantitatif
sebagaimana dikemukakan oleh Seers. Keterbelakangan, yang merupakan realitas hidup dua
milyar manusia merupakan suatu state of mind dan suatu state of national poverty (Todaro,
61).
”Keterbclakangan adalah sangat memilukan: kekotoran; penyakit; kematian yang
tidak perlu; dan keputusasaan. Seseorang tidak akan pernah mengerti
keterbelakangan apabila baginya keterbelakangan itu hanya dipandang sebagai
statistik yang merefleksikan pendapatan yang rendah, perumahan yang buruk,
kematian yang dini dan pengangguran. Pengamat keterbelakangan yang empatetik
hanya dapat berbicara tentang keterbelakangan tersebut setelah secara pribadi
mengalami goncangan keterbelakangan (shock of underdevelopment) Perasaan
keterbelakangan yang menonjol adalah perasaan impotensi emosional dan sosial
menghadapi penyakit dan kematian; kekacauan dan ketidakacuhan pada waktu dia
menggapai-gapai untuk memahami perubahan; perbudakan oleh manusia yang
keputusannya menentukan jalannya peristiwa; dan keputusasaan menghadapi
kelaparan dan bencana.” (Goulet, p. 23)
Oleh karena itu situasi underdevelopment pada hakekatnya merupakan pengalaman
deprivasi yang sepenuhnya disadari karena di satu pihak mereka mendapatkan informasi

tentang pembangunan di negara lain, tetapi di lain pihak mereka menyadari bahwa mereka
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tidak memiliki wahana kelembagaan maupun wahana teknik untuk menghapuskan
kemelaratan, kesengsaraan dan penyakit (Todaro, p. 61-62).

Justru untuk menghilangkan deprivasi relatif tersebut Goulet memberikan makna kepada
konsep pembangunan secara berbeda. Baginya pembangunan mempunyai tiga komponen
utama; kelangsungan hidup (life sustenance), kehormatan diri (self-esteem) dan kebebasan
(freedom). Segi ekonomi dari pembangunan tercermin di dalam konsep "kelangsungan
hidup” ini. Pembangunan harus berusaha memenuhi kebutuhan sebanyak mungkin orang
untuk kelangsungan hidup: pangan, perumahan, kesehatan dan perlindungan, karena ini
semua merupakan prasyarat bagi tercapainya kualitas hidup yang layak. Tetapi pemenuhan
atas kesemuanya itu tidak demi akumulasi kekayaan dan materi. Kita harus memiliki
sandang, pangan, kesehatan dan perlindungan itu "in order to be more” (p. 124), yaitu agar
kita dapat hidup layak sebagai manusia, agar Kita dapat mencapai nilai pembangunan yang
lain, yakni rasa harga diri atau kehormatan diri, suatu kualitas diri yang oleh Goulet
digambarkan sebagai: keautentikan (authenticity); identitas (identity); kemuliaan (dignity);
kehormatan (respect); dan pengakuan (recognition). Di dalam hal ini pendapat Goulet
paralel dengan pendapat Mahbub ul Hag (1972) yang menolak pengkaitan ukuran atau
indikator pembangunan pada materi semata-mata, karena hal ini akan selamanya
menempatkan negara-negara terbelakang pada posisi inferior. Oleh karenanya Goulet
berpendapat bahwa tiga indikator pembangunan Seer: memang perlu. tetapi tidak cukup.
Komponen ketiga pembangunan versi Goulet adalah kebebasan di dalam arti yang
fundamental yang meliputi: kebebasan dari pengasingan terhadap hak hidup material yang
layak; kebebasan dari perbudakan oleh manusia atas manusia; kebebasan dari ketidakacuhan
orang lain; kebebasan dan kesengsaraan dan kemelaratan. Dengan kata lain kualitas
kebebasan ini akan menyangkut perluasan kesempatan bagi masyarakat dan anggotanya
untuk menentukan pilihan mereka serta menyangkut pula minimisasi kendala ekstern yang

menghalangi usaha mereka dalam mencapai tujuan.

Dinamika Pembangunan: Sebuah Perbenturan Nilai, Konsep dan Strategi
Berakhirnya proses unidimensionalisasi manusia Indonesia sebagai makhluk dengan bobot
orientasi politik dan disubstitusikannya pseudo planning dengan perencanaan yang lebih

rasional dan pragmatik yang berawal pada kurun waktu sesudah tahun 1965, membawa
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bangsa Indonesia kepada rentangan alternatif (range of alternatives) baru. Meskipun
dinamika pergeseran nilai, konsep dan strategi pembangunan sering kali didorong oleh
realitas empirik di bawah permukaan sehingga sukar dilacak, namun tidaklah berlebihan
apabila dikemukakan bahwa gema nilai, konsep dan strategi pembangunan pada tingkat
global serta realitas empirik pembangunan dan dinamika masyarakat Indonesia sendiri ikut
menentukan wujud dinamika pembangunan yang merupakan hasil pilihan dari antara range
of alternatives baru tersebut.

Pengutamaan Pertumbuhan dan Dampaknya. Pemilihan altematil setelah stabilitas
nasional tercapai nampaknya paralel dengan apa yang dicanangkan oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa: memperbesar "kue nasional” atau dengan kata lain mengutamakan
pertumbuhan ekonomi. Bagi suatu ekonomi nasional yang baru saja menyelamatkan diri dari
tabir kehancuran, kiranya alternatif yang dipilih ini merupakan sesuatu yang wajar. Setelah
di dalam Jangka waktu yang lama kehidupan ekonomi nasional mengalami inertia. Namun
meskipun dengan memperbesar kue, ketidak merataan menghantui konsep ini. Kue semakin

besar namun dinikmati oleh beberapa orang saja.

Konsep Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan (Emil Salim,1990) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Menurut KLH (1990)
pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi dapat diukur
keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu : (1) Tidak ada pemborosan penggunaan
sumber daya alam atau depletion of natural resources; (2) Tidak ada polusi dan dampak
lingkungan lainnya; (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan useable resources ataupun
replaceable resource
Senada dengan konsep diatas, Sutamihardja (2004), menyatakan sasaran pembangunan
berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:
1. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (intergeneration
equity) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan
pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem

atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang replaceable



27

dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang
unreplaceable.

2. Safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan
lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam
rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan
datang.

3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan
mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan
sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.

4. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa
kini maupun masa yang mendatang (inter temporal).

5. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam
dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari
antar generasi.

6. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan

habitatnya.

Strategi Pembangunan Berkelanjutan

1. Pembangunan yang Menjamin Pemerataan dan Keadilan Sosial
Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-
hal seperti ; meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya
peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan
keseimbangan distribusi kesejahteraan. Aspek etika lainnya yang perlu menjadi
perhatian pembangunan berkelanjutan adalah prospek generasi masa datang yang
tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa Kini. Ini berarti
pembangunan generasi masa kini perlu mempertimbangkan generasi masa datang
dalam memenuhi kebutuhannya.

2. Pembangunan yang Menghargai Keanekaragaman
Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa
sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa

datang.
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3. Pembangunan yang Menggunakan Pendekatan Integratif
Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan
alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak.

4. Pembangunan yang Meminta Perspektif Jangka Panjang
Masyarakat cenderung menilai masa Kkini lebih dari masa depan,.implikasi
pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini.
Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda
dengan asumsi normal dalam prosedur discounting. Persepsi jangka panjang adalah
perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Hingga saat ini kerangka jangka
pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi, oleh karena

itu perlu dipertimbangkan.

Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan

1. Keberlanutan Ekologis

Keberlanjutan ekologis adalah prasyarat untuk pembangunan dan keberlanjutan

kehidupan. Untuk menjamin keberlanjutan ekologis harus diupayakan hal-hal sebagai
berikut:

a.

Memelihara integritas tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan dibumi
tetap terjamin dan sistem produktivitas, adaptabilitas, dan pemulihan tanah, air, udara
dan seluruh kehidupan berkelanjutan.

Tiga aspek yang harus diperhatikan untuk memelihara integritas tatanan lingkungan
yaitu ; daya dukung, daya asimilatif dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya
terpulihkan

Memelihara keanekaragaman hayati pada keanekaragaman kehidupan yang
menentukan keberlanjutan proses ekologis. Proses yang menjadikan rangkaian jasa
pada manusia masa kini dan masa mendatang. Terdapat tiga aspek keanekaragaman

hayati yaitu keanekaragaman genetika, spesies, dan tatanan lingkungan.

2. Keberlanjutan Ekonomi

Tiga elemen utama untuk keberlanjutan ekonomi makro vyaitu efisiensi ekonomi,

kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, dan meningkatkanpemerataan dan

distribusi kemakmuran.
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3. Keberlanjutan Ekonomi Sektoral

Untuk mencapai keberlanjutan ekonomi sektoral, berbagai kasus dilakukan terhadap

kegiatan ekonomi. Pertama, sumberdaya alam yang nilai ekonominya dapat dihitung

harus diperlakukan sebagai kapital yang tangibble dalam kerangka akunting ekonomi,
kedua, secara prinsip harga sumberdaya alam harus merefleksi biaya ekstaksi, ditambah
biaya lingkungan dan biaya pemanfaatannya. Pembangunan berkelanjutan dalam konteks
sumberdaya yang tidak dapat dipulihkan berarti: pemanfaatan secara efisien sehingga
dapat dimanfaatkan oleh generasi masa mendatang dan diupayakan agar dapat
dikembangkan substitusi dengan sumberdaya terpulihkan; membatasi dampak lingkungan
pemanfaatannya sekecil mungkin.

4. Keberlanjutan Sosial Budaya

Keberlanjutan sosial dan budaya mempunyai empat sasaran yaitu:

a. Stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat,
kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat peranan dan status wanita,
meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga.

b. Memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan memerangi kemiskinan dan mengurangi
kemiskinan absolut.

c. Mempertahankan keanekaragaman budaya, dengan mengakui dan menghargai sistem
sosial dan kebudayaan seluruh bangsa, dan dengan memahami dan menggunakan
pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan pembangunan ekonomi.

d. Mendorong pertisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Beberapa
persyaratan dibawah ini penting untuk keberlanjutan sosial yaitu : prioritas harus
diberikan pada pengeluaran sosial dan program diarahkan untuk manfaat bersama,
investasi pada perkembangan sumberdaya misalnya meningkatkan status wanita,
akses pendidikan dan kesehatan, kemajuan ekonomi harus berkelanjutan melalui
investasi dan perubahan teknologi dan harus selaras dengan distribusi aset produksi
yang adil dan efektif, kesenjangan antar regional dan desa, kota, perlu dihindari
melalui keputusan lokal tentang prioritas dan alokasi sumber daya.

5. Keberlnjutan Politik
Keberlanjutan politik diarahkasn pada respek pada human right, kebebasan individu dan

sosial untuk berpartisipasi dibidang ekonomi, sosial dan politik, demokrasi yang
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dilaksanakan perlu memperhatikan proses demokrasi yang transparan dan
bertanggungjawab, kepastian kesedian pangan, air, dan pemukiman.

Keberlanjutan Pertahanan dan Keamanan

Keberlanjutan keamanan seperti menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan
gangguan baik dari dalam dan luar yang langsung dan tidak langsung yang dapat

membahayakan integritas, identitas, kelangsungan negara dan bangsa perlu diperhatikan.

Paradigma Keberlanjutan yang Ditawarkan

Dengan memperhatikan fenomena yang ada maka perubahan paradigma keberlanjutan

hendaknya mempertimbangkan aspek berikut :

1.
2.

Perilaku generasi kini tidak dapat sepenuhnya menentukan perilaku generasi mendatang.
Generasi mendatang harus dipastikan memperoleh paling tidak tingkat konsumsi
minimum.

Pergerakan harga sumberdaya alam dan hak kepemilikan terhadap konsumsi dimasa
mendatang harus ditentukan untuk menghindari eksploitasi yang berlebihan terhadap
sumber daya alam masa Kini.

Dalam situasi pasar tidak berfungsi, diperlukan intervensi non pasar.

Intervensi yang benar merupakan strategi yang penting untuk menjaga keberlanjutan.
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C. Perencanaan Pembangunan

Pengertian Perencanaan Pembangunan
Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan
yang diinginkan secara tepat; terarah dan efisien sesuai dengan sumberdaya yang tersedia.

Dengan demikian, secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk

mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi negara

atau daerah bersangkutan. Sedangkan ujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk
mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju,
makmur dan sejahtera.

Ada beberapa pengertian perencanaan pembangunan menurut beberapa ahli, yakni

1. Perencanaan Pembangunan menurut Arthur W. Lewis (1965) adalah “Suatu kumpulan
kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk
menggunakan sumberdaya yang tersedia secara lebih produktif’.

Sedangkan rangsangan tersebut diberikan dalam bentuk insentif-insentif ekonomi baik
secara mikro maupun makro yang dapat mendorong penggunaan sumberdaya secara lebih
produktif sehingga proses pembangunan akan menjadi lebih meningkat.

2. Kemudian M.L. Jhingan (1984) seorang ahli perencanaan pembangunan bangsa India.
Menurut dia “Perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pen gendalian
dan pengaturan perekonomian dengan Sen gaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat
untuk mencapal suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula”.

3. Michael Todaro juga mendefinisikan bahwa perencanaan ekonomi dapat digambarkan
sebagai: “Suatu upaya pemerintah secara sengaja untuk melakukan koordinasi pen gam bilan
kepu tusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara ]Jangsung maupun
tidak Jan gsung tingkat pertumbuhan dan beberapa variabel utama perekonomian nasional”.

4. Perencanaan pembangunan di Indonesia menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2004
mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai berikut “Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasiona] (SPPN) adalah suatu kesatuan tata-cara perencanaan pembangunan
untuk men ghasilkan rencana -rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan
tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat

dan daerah”
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Komponen Utama Perencanaan Pembangunan
Dari beberapa definisi dan pengertian perencanaan pembangunan di atas terlihat dengan
jelas bahwa komponen utama dari perencanaan pembangunan adalah:

1. Merupakan usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan

mengatur proses pembangunan.

2. Mencakup periode jangka panjang, menengah dan tahunan.

3. Menyangkut dengan variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan secara keseluruhan baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Mempunyai suatu sasaran pembangunan yang jelas sesuai dengan keinginan masyarakat.
Mengapa Pembangunan Perlu direncanakan?

Dalam kenyataannya tidak semua negara memerlukan dan menggunakan perencanaan untuk
mendorong proses pembangunan. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa
kebanyakan tidak menggunakan perencanaan pembangunan. Proses pembangunan didorong dan
dikendalikan melalui “tangan yang tidak nampak” (invisible hand) yang dikenal sebagai
mekanisme pasar.

Lain halnya pada sebagian negara berkembang dan negara-negara yang menganut paham
sosialis semuanya menggunakan perencanaan pembangunan sebagai alat untuk mendorong dan
mengendalikan proses pembangunan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena pada negara
dengan sistem sosialis, peranan pemerintah sangat besar sedangkan peranan sektor swasta sangat
dibatasi. Karena itu, sebagian besar dan kegiatan produksi, baik barang maupun jasa, dilakukan
melalui perusahaan-perusahaan milik pemerintah. Mengingat perencanaan pembangunan pada
dasarnya merupakan upaya pemerintah, maka dalam situasi yang demikian, perencanaan
pembangunan mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengkoordinasikan kegiatan pelaku
pembangunan.

Ada 3 alasan utama mengapa negara berkembang memerlukan perencanaan pembangunan
untuk mengendalikan dan mendorong proses pembangunan baik pada tingkat nasional maupun
tingkat daerah, yaitu:

1. Kegagalan Mekanisme Pasar

Ekonomi mekanisme pasar memerlukan beberapa persyaratan tertentu yaitu
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a) terdapatnya kompetisi yang cukup tajam dan berjalan secara adil dan tidak ada
kekuatan monopoli
b) Tidak ada daerah dan ,masyarakat yang terisolir sehingga tidak mendapatkan
informasi yang sama dengan golongan masyarakat lainnya
¢) Hukum berjalan dengan baik sehingga tidak ada golongan masyarakat yang dapat
berbuat curang dan menang sendiri.
2. Ketidakpastian Masa Datang
Tidak dapat disangkal bahwa masa datang penuh dengan ketidakpastian (uncertainty)
sehingga keputusan yang diambil oleh pihak swasta dan masyarakat secara keseluruhan
seringkali tidak tepat sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Hal ini tentunya akan sangat
merugikan bilamana keputusan tersebut menyangkut dengan kegiatan investasi dan produksi
untuk jangka panjang. Besar kemungkinan kebijakan yang ditetapkan dalam penggunaan
sumberdaya secara keseluruhan juga menjadi tidak terarah kepada sektor-sektor yang
produktif. Akibat dan kesemua hal ini adalah akan melambatnya proses pembangunan dan
cenderung terjadi secara kurang efisien.
3. Untuk Mengarahkan Kegiatan Pembangunan
Dengan dilakukannya perencanaan dalam pembangunan akan mendorong kegiatan
pembangunan secara terpadu, efisien dan berkelanjutan. Bila keputusan untuk melakukan
produksi dan distribusi barang dan jasa berada di tangan individu kebanyakan akan
menghasilkan pembangunan menjadi tidak terarah karena kepentingan pribadi akan sangat
menentukan. Sedangkan kepentingan pribadi tersebut seringkali tidak sejalan dengan
kepentingan umum dan upaya-upaya pemerintah untuk mendorong proses pembangunan.
Tujuan dan Fungsi Perencanaan Pembangunan
Berdasarkan dengan Undangundang No. 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong proses
pembangunan secara terpadu efisien, perencanaan pembangunan di Indonesia mempunyai 5
tujuan dan fungsi pokok.
1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, singkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi
pemerintah, baik pusat maupun daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan

dan pengawasan.
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4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan adil.

Jenis-jenis Perencanaan Pembangunan
Menurut sifatnya oleh Lincolin Arsyad (2001), ada beberapa jenis perencanaan
pembangunan
Menurut jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat dikelompokkkan atas 3 jenis
yaitu
Perencanaan Jangka Panjang
Perencanaan jangka panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Pada era
Orde Baru, pembangunan jangka panjang mencakup jangka waktu 25 tahun. Sedangkan
dewasa mi rencana Pembangunan Jangka Panjang, baik nasional maupun daerah
mencakup waktu 20 tahun. Malah ada pula jenis perencanaan pembangunan yang
mempunyai jangka waktu 10 tahun, seperti Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Rencana jangka panjang disebut juga sebagai perencanaan perspektif (Perspective

Planning) yang berisikan arah-arah pembangunan secara umum.

Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan jangka menengah biasanya. mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dan
masa jabatan presiden atau kepala daerah. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah
mempunyaj jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah nasional maupun
pemerintah daerah. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran

rencana jangka panjang sehingga bersifat operasional.

Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup waktu hanya 1 tahun, sehingga
seringkali juga dinamakan sebagai rencana tahunan (Annual Planning). Rencana mi pada
dasarnya adalah merupakan jabaran dan Rencana Jangka Menengah. Perencanaan
tahunan ini bersifat sangat operasional karena didalamnya termasuk program dan

kegiatan, lengkap dengan pendanaannya. Bahkan dalam rencana tahunan ini termasuk
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juga indikator dan target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan dan menjadi
dasar utama penyusunan anggaran baik APBD maupun APBN .
Tahapan Perencanaan Pembangunan
Secara umum terdapat 4 tahap dalam proses pembangungan yang sekaligus juga
menggambarkan tugas pokok badan perencana pembangunan.
Tahap Penyusunan Rencana
Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan rencana
pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencafia, baik
BAPPENAS untuk tingkat nasional dan BAPPEDA untuk tingkat daerah.
Bila penyusunan rencana dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perencanaan
Partsipatif, maka sebelum naskah rencana disusun, terlebih dahulu perlu dilakukan
penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi dan misi serta arah
pembangunan.
Tahap Penetapan Rencana
Rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi biia
telah mendapat pengesahan dan pihak yang berwenang. Sesuai ketentuan berlaku, RPJP
perlu mendapat pengesahan dan DPRD setempat, sedangkan RPJM dan RKPD cukup
mendapat pengesahan dan kepala daerah.
Tahap Pengendalian Pelaksanaan Rencana
Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka
dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Namun
demikian, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perencana masih tetap
mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian (monitoring) pelaksanaan
rencana bersama SKPD bersangkutan.
Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana
Setelah pelaksanaan kegatan pembangunan selesai, badan perencana masih mempunyai
tanggung jawab terakhir yaitumelakukan evaluasi terhadap kinerja dan kegiatan
pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah
kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat.
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Siklus Perencaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan mempunyai sikius (putaran kegiatan) yang terpola hampir secara

seragam. Memperhatikan literatur perencanaan yang tersedia, secara umum terdapat 10 siklus

minimum perencanaan pembangunan yang perlu dilakukan

1.

Penilaian Keadaan Saat ini

Penyusunan perencanaan pembangunan selalu dimulai dengan penilaian tethadap kondisi
umum negara atau daerah baik di bidang fisik dan sosial ekonomi saat ini (EXxisting
Condition).

Penilaian Arah Pembangunan Masa Datang

Kegiatan berikutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan penilaian terhadap arah
pembangunan di masa datang. Penilaian mi biasanya dilakukan dengan jalan melakukan
perkiraan (prediksi) secara terukur terhadap beberapa indikator makro pembangunan di
bidang ekonomi, fisik dan tata ruang

Formulasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sikius berikutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan formulasi secara tepat tentang
tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan
gambaran (deskripsi) tentang sasaran khir yang ingin diwujudkan melalui kegiatan
pembangunan. Sedangkan sasaran pembangunan adalah jabaran lebih kongkrit tentang
tujuan pembangunan tersebut. Sasaran pembangunan biasanya dirumuskan dalam bentuk
target pembangunan.

Mengkaji Alternatif Strategi Pembangunan

Setelah tujuan dan sasaran pembangunan dapat dirumuskan secara tepat, maka langkah
berikutnya adalah mengkaji berbagai alternatif strategi yang dapat dilakukan untuk
mencapai tujuari dan sasaran pembangunan tersebut. Strategi pembangunan pada dasarnya
adalah cara dan upaya yang terbaik dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan.

Menetapkan Prioritas Pembangunan

Setelah strategi pembangunan dapat ditentukan, maka langkah berikutnya adalah
menetapkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan perlu dilakukan secara tajam
agar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat dilakukan dengan kondisi dana

yang terbatas.
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6. Merumuskan Kebijakan Pembangunan
Dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, maka sikius
berikutnya adalah merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sesuai dengan kondisi
umum dan prediksi pembangunan di masa mendatang.

7. ldentifikasi Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan pada dasarnya merupakan tindakan dan upaya yang harus dilakukan
sesuai dengan dana yang tersedia. Untuk keperluan monitoring dan evaluasi, masing-masing
program dan kegiatan ditetapkan indikator kinerja berikut target kinerja yang harus dicapai.
Penentuan indikator dan target kinerja ini juga diperlukan untuk dapat memudahkan
penyusunan Anggaran Kinerja.

8. Menetapkan Perkiraan Dana Investasi
Setelah program dan kegiatan ditetapkan, maka sikius pekerjaan perencanaan berikutnya
adalah menetapkan perkiraan dana investasi yang dibutuhkan. Biasanya kebutuhan dana ini
hanya dilakukan secara kasar dalam bentuk pagu dana indikatif

9. Menetapkan Indikator Kinerja
Penetapan Indikator Kinerja sangat penting artinya untuk dapat mengetahui secara kongkrit
tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Karena itu, sikius kegiatan
pereneanaan berikutnya yang perlu dilakukan adalah menentukan indikator dan target
Kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan.

10. Penyusunan Rencana Tindak (Action Plan)
Sikius terakhir dan penyusunan perencanaan adalah menyusun Rencana Tindak (Action
Plan) yang berisikan berbagai ketentuan operasional dan cara yang perlu dilakukan dalam

pelaksanaan rencana, khusus program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Ciri-ciri Perencanaan Pembangunan yang baik

Berdasarkan pengalaman thmasa lalu, ciriciri tersebut meliputi S aspek dengan rincian
sebagai berikut:
1. Tersusun Secara Lengkap Termasuk Sektor Swasta

Karena perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan usaha pemerintah untuk
mendorong proses pembangunan, maka banyak kalangan beranggapan bahwa perencanaan

tersebut hanya mencakup aspek-aspek yang berkaitan langsung dan dibiayai oleh pemerintah
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saja. Anggapan ini sebenarnya tidaklah tepat karena perencanaan pembangunan itu pada
dasarnya adalah sebuah perencanaan yang bersifat menyeluruh, tidak hanya mencakup sektor
pemerintah, tetapi juga meliputi sektor swasta dan masyarakat secara keseluruhan.
2. Memasukkan Evaluasi Perekonomian Masa Lalu

Pembangunan merupakan proses yang berkelanjutan yang berarti pembangunan yang akan
direncanakan sangat ditentukan pula oleh hasil pembangunan yang telah dilakukan di masa lalu.
Hasil pembangunan berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi akan dapat diketahui
melalui evaluasi- terhadap perekonomian di masa lalu.
3. Merinci Tujuan dan Prioritas Pembangunan

Karena tujuan pembangunan lebih bersifat prinsip dan sangat mendasar dalam rangka
mewujudkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Agar menjadi lebih operasional, maka
tujuan pembangunan tersebut thjabarkan iebih lanjut dalam bentuk prioritas pembangunan.
4. Menterjemahkan Tujuan Kedalam Target Pembangunan

Perencanaan yang baik haruslah terarah dan terukur sehingga sasaran pembangunan menjadi
jelas dan dapat dimonitor dan dievaluasi dikemudian han untuk mengetahui tingkat capaian yang
dapat dihasilkan. Untuk keperluan ini, maka tujuan dan sasaran pembangunan perlu
diterjemahkan lebih lanjut ke daam berbagai target pembangunan. Target tersebut dapat
ditentukan secara makro mencakup perekonomian secara menyeluruh atau sektoral, maupun
secara mikro pada tingkat program dan kegiatan.
5. Strategi dan Kebijakan Bersifat Spesifik

Dalam perencanaan pembangunan yang dipersiapkan dengan baik, biasanya strategi dan
kebijakan yang dirumuskan adalah bersifat spesifik sesuai kondisi, potensi dan permasalahan
yang dihadapi oleh negara dan daerah bersangkutan. Strategi dan kebijakan yang bersifat spesifik
biasanya akan dapat mendorong proses pembangunan secara lebih baik dan cepat karena sesuai
dengan kondisi, dan situasi pada daerah bersangkutan.
6. Berisikan Perencanaan Kebutuhan Investasi

Perkiraan investasi tersebut selanjutnya dapat dibagi atas kebutuhan investasi pemerintah
dan kebutuhan investasi swasta dan masyarakat. Memperhatikan kondisi keuangan yang ada,
maka dan perkiraan kebutuhan investasi ini akan dapat disusun anggaran yang sesuai dengan

kebutuhan investasi yang ditetapkan dalam rencana. Dengan cara demikian, akan terdapat
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keterpaduan antara perencanaan, pemrograman dan anggaran (Planning, Program and
Budgeting).
7. Memuat Perkiraan atau Proyeksi Selama Periode Perencanaan

Perencanaan yang baik bersifat terukur melaluii penetapan sasaran dan target pembangunan
secara kongkrit. Karena itu, dalam perencanaan pembangunan yang dipersiapkan dengan baik
akan terdapat perkiraan (proyeksi) masa datang yang juga dapat berfungsi sebagai sasaran dan
target pembangunan secara kuantitatif. Perkiraan dan proyeksi yang diperlukan paling kurang
adalah yang bersifat makro.
8. Mempunyai Kaitan yang Jelas dengan Perencanaan Pembangunan Lainnya

Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan bersinergi antar daerah dan
tingkat pemerintahan, maka pada perencanaan yang dipersiapkan dengan baik terlihat dengan
jelas kaitan dan hubungan antara satu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan
lainnya yang terkait. Untuk mewujudkan hal ini maka penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) dan Renstra harus berhubungan dan terkait
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BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANAHAN
Pembangunan Pertanahan

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019

yang dijadikan alur seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan

strategi yang akan dilaksanakan kementerian. Arahan pembangunan Indonesia ini tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Visi pembangunan nasional Tahun

2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”.

(1)

)
3)
(4)
(5)
(6)

(")

(8)

Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah :

mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara
hukum;

mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim;

mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;

mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional; dan,

mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk mencapai visi
dan misi pembangunan nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki tujuan utama yaitu memastikan bumi, air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk memastikan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional, dirumuskan sasaran strategis tahun 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya
kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan; (2)
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terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; (3) berkurangnya

kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).
Untuk mewujudkan harapan keadilan hak atas tanah dan keadilan dalam pemanfaatan ruang bagi
seluruh masyarakat Indonesia dan dalam rangka menjadikan tanah untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, merupakan pekerjaan besar sekaligus pekerjaan mulia yang diamanahkan
pada seluruh jajaran kementerian ATR/BPN. Amanah ini mengandung sejuta harapan yang harus
di wujutkan bersama. Sebagai institusi yang memiliki otoritas untuk mewujudkan amanah
tersebut tentunya tidak ada pilihan lain. Mewujudkan suatu keharusan, namun yang tidak kalah
penting adalah percepatan yang dilakukan untuk mewujudkanya.
Untuk mewujudkan harapan-harapan semua pihak akan peran Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) 2015 — 2019, serta untuk menjamin agar semua kegiatan yang dilaksanakan kementerian
berjalan secara sistematis, terukur, terarah dan berorientasi pada hasil (outcome) telah disusun
rencana strategis kementerian untuk lima tahun kedepan (2015-2019).

Arah Dan Kebijakan Dan Strategi Pertanahan

1. Penataan Ruang
Penyelenggaraan penataan ruang tahun 2015-2019 diarahkan untuk mewujudkan Nawa Cita
terkait dengan pembangunan Indonesia dari pinggiran, pembangunan infrastruktur untuk
meningkatkan daya saing ekonomi, dan pengembangan tol laut, kedaulatan pangan dan energi,
pengembangan kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau terluar, disparitas
pembangunan antar wilayah dan kawasan, dan perubahan iklim. Program penyelenggaraan
penataan ruang akan difokuskan antara lain pada penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan
Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang, penyelesaian RTRWN dan RTR Kawasan Strategis
Nasional, Rencana Detil Tata Ruang, fasilitasi penyediaan peta skala 1:5.000, pembentukan,
peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pelaksanaan tugas PPNS. Pelaksanaan tugas dengan
mekanisme dekonsentrasi yang telah berjalan akan dilanjutkan, yang disesuaikan dengan tugas
dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

2. Infrastruktur Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan
Penyediaan Peta Dasar dan infrastruktur lainnya bagi kepentingan agraria, tata ruang dan
pertanahan merupakan upaya mewujudkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif. Program

utama adalah penyiapan Peta Dasar skala besar, pengukuran dan pemetaan bidang tanah selama
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lima tahun sebanyak 9 juta hektar (dikonversi dalam bidang menjadi 18 juta bidang) dengan
target per tahun disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, integrasi tata batas kawasan hutan ke
sistem pendaftaran tanah dan sosialisasi tanah adat/ulayat, peningkatan kualitas bidang tanah
terdaftar yang ber-georefensi serta penyiapan model pelaksanaan pendaftaran tanah stelsel
positif.
3. Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan legasisasi aset tanah melalui Program Nasional Agraria tahun 2015 dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (Prona), baik subyek, obyek maupun
ruang lingkup kegiatan Prona;

Pelaksanaan kegiatan legalisasi aset tanah melalui Program Prona, Nelayan, Masyarakat
Berpenghasilan Rendah, Petani, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Transmigrasi Tahun 2015
dengan target sebanyak 922.093 bidang untuk seluruh Indonesia, menjadi kegiatan PRONA
harus direalisasikan dengan tepat waktu dan kualitas yang baik.

Tim Mobilisasi yang dibentuk guna menjamin ketepatan waktu penyelesaian PRONA
yang dibentuk oleh Menteri ATR/KBPN atau Kepala Kantor Wilayah, menggunakan tenaga
teknis untuk melakukan kegiatan pengumpulan data administrasi/pemberkasan, pengumpulan
data fisik dan yuridis serta pengukuran dan pemetaan bidang tanah, bertindak juga sebagai
Panitia Pemeriksa Tanah A.

Kegiatan percepatan sertipikasi terhadap pulau-pulau terluar Indonesia sebanyak 92
(sembilan puluh dua) titik dan pelaksanaan sertipikasi tanah-tanah yang terkait untuk keperluan
peribadatan, kegiatan sosial dan sebagai sumber kegiatan ekonomi masyarakat dan situs
bersejarah akan ditingkatkan.

Kemudian
Pengaturan, Pemanfaatan dan Pengendalian
Pengadaan Tanah

Pengorganisasian dan Sumber DayaPenanganan Sengketa

N oo g &

Pengawasan, Akuntabilitas dan Kendali mutu
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B. ISSUE-ISSUE PERTANAHAN

Dari catatan sejarah, Kementerian Agraria bukanlah sesuatu yang baru bagi NKRI.
Berdiri pertama kali tahun 1955, Kementerian Agraria mengalami pasang surut sebelum
berubah menjadi Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 1988. Yang menarik dari
Kabinet Kerja adalah ditambahkannya nomenklatur “tata ruang” di dalam nama
Kementerian Agraria. Secara implisit, hal ini mensyaratkan penggabungan urusan terkait
land register (hak atas tanah), yang merupakan bidang tugas BPN, dan urusan terkait
pengaturan landuse (pemanfaatan lahan), yang selama ini tersebar di beberapa
kementerian.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden
dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai Fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang,
infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan,
penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang
dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan
ruang, dan tanah;

2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang;

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang;

5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian

Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan
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6. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di

lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Badan Pertanahan Nasional mempunyai fungsi:

1. penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;

2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan
pemetaan;

3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran
tanah, dan pemberdayaan masyarakat;

4. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan
pengendalian kebijakan pertanahan;

5. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;

6. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan
sengketa dan perkara pertanahan;

7. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;

8. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;

9. pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan
informasi di bidang pertanahan;

10. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan (11)

pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Dengan ditetapkannya urusan tata ruang menjadi satu kesatuan dengan Kementerian
Agraria, maka ada peluang untuk dapat memperbaiki fragmentasi pelaksanaan penataan
ruang yang terjadi selama ini. Perkembangan terakhir yang disajikan oleh beragam media
berupa respon terkait aktivitas Kementerian Agraria dan Tata Ruang merefleksikan upaya
tersebut. Beberapa isu yang memang menjadi concern bersama misalnya integrasi hak
atas tanah dan pemanfaatan ruang, kebutuhan akan one map policy (peta yang
terintegrasi), dan penggabungan urusan penataan ruang di Kementerian Pekerjaan Umum
ke dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Namun demikian, dua hal lain yang juga

perlu mendapatkan pertimbangan pertama upaya untuk meningkatkan efektifitas kerja
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kementerian ini dan kedua upaya mengatasi problematika penataan ruang yang selama ini
menghambat banyak Pemerintah Daerah dalam menetapkan rencana tata ruangnya.
Sebagai catatan, hingga tahun kedelapan pelaksanaan Undang-Undang Penataan Ruang,
belum semua provinsi dan kabupaten/kota memiliki rencana tata ruang.

Integrasi hak atas tanah dan pemanfaatan lahan juga dapat diinisiasi segera dengan
memanfaatkan beragam instrumen yang ada. Sebab permasalahan ketidakterkaitan
keduanya selama ini lebih karena menteri yang membidangi kedua urusan tersebut tidak
satu atap. Diharapkan dengan integrasi tersebut, ketidaksesuaian antara pemanfaatan
lahan dan hak atas tanah dapat segera diatasi, dan masyarakat dapat segera merasakan

manfaat dari kementerian baru ini.

POTENSI PERMASALAHAN
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah daratan yang luas. Dengan

luas daratan mencapai 191,09 juta hektar, merupakan negara 10 besar terluas di dunia.

Luasnya wilayah daratan ini merupakan berkah dan anugerah Yang Maha Kuasa,

sekaligus pekerjaan besar bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk

mengelolanya. Seiring dengan pertambahan penduduk dan pergeseran ke negara industri
telah menyebabkan semakin strategis dan semakin rumitnya pengelolaan agraria, tata
ruang dan pertanahan di Indonesia. Luas wilayah Indonesia adalah lebih kurang 840 juta

Ha, terdiri 191 Juta Ha daratan dan 649 juta Ha lautan. Dari luas daratan, sekitar 124,19

juta hektar (64,93%) masih berupa hutan seperti hutan lebat, hutan sejenis, dan hutan

belukar. Sisanya seluas 67,08 juta hektar (35,07%) telah dibudidayakan dengan berbagai
kegiatan.

Identifikasi permasalahan yang menjadi fokus yang strategis untuk ditangani kementerian

sebagai berikut :

1. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menghadapi tantangan dan
permasalahan terutama: terletak pada kawasan yang cepat berkembang (pacific ocean
rim dan indian ocean rim); terletak pada kawasan pertemuan 3 (tiga) lempeng
tektonik; Meningkatnya intensitas kegiatan pemanfaatan ruang terkait eksploitasi

sumberdaya alam; dan makin menurunnya kualitas permukiman, meningkatnya alih
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fungsi lahan yang tidak terkendali, dan tingginya kesenjangan antar dan di dalam
wilayah.

. Penyelenggaraan penataan ruang masih menghadapi berbagai kendala, antara lain
pengaturan penataan ruang yang masih belum lengkap, pelaksanaan pembinaan
penataan ruang yang masih belum efektif, pelaksanaan penataan ruang yang masih
belum optimal, dan pengawasan penataan ruang yang masih lemah.

Berkembangnya pemikiran dan kesadaran di tengah masyarakat untuk meningkatkan
kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang lebih menyentuh hal-hal yang terkait
langsung dengan permasalahan kehidupan masyarakat, terutama dengan
meningkatnya banjir dan longsor, kemacetan lalu lintas, bertambahnya perumahan
kumuh, berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan,
kurang memadainya kapasitas kawasan metropolitan terhadap tekanan jumlah
penduduk, serta kurang seimbangnya pembangunan kawasan perkotaan dan
perdesaan.

Masih belum serasinya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Hal itu telah menyebabkan
terjadinya tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab antar instansi dalam
pengelolaan penataan ruang dan penataan pertanahan, terutama menyangkut pola
pemanfaatan ruang dan kepastian hukum atas tanah.

Upaya penataan ruang dan penataan pertanahan memerlukan ketersediaan data dasar
dan informasi yang akurat dan rinci. Dengan demikian, pola pemanfaatan ruang
dapat disusun secara lebih tepat dalam mencerminkan kebutuhan pembangunan di
masa datang. Data dasar yang tepat dan rinci penting bagi administrasi pertanahan
dalam kegiatan pendaftaran tanah, penentuan batas yang tegas dan akurat,
identifikasi tanah negara, serta pemberian status hukum atas tanah.

. Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia tidak diikuti dengan penyebaran
penduduk secara merata. Di masa depan penyebaran penduduk akan mengarah ke
daerah perkotaan. Bertambahnya penduduk di daerah perkotaan menyebabkan
meningkatnya kebutuhan akan tanah perkotaan. Meningkatnya kebutuhan tanah di

satu pihak, sedangkan dilain pihak persediaannya semakin terbatas, dapat
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menyebabkan semakin meningkatnya alih fungsi tanah, termasuk tanah pertanian
yang produktif.

Dalam rangka menjamin perwujudan rencana tata ruang, selain kebijakan Ditjen
Penataan Ruang untuk mendorong penyusunan dan penetapan rencana tata ruang,
juga menitikberatkan pada kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun
2007 Tentang Penataan Ruang bahwa pengawasan penataan ruang adalah upaya agar
penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang adalah
upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Adapun beberapa isu strategis yang
berkembang dalam kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang
berkembang pada saat ini diantaranya:

a) Maraknya kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata
ruang dan peraturan perundang-undangan, seperti alih fungsi lahan secara
melawan hukum, kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai perizinan
pemanfaatan ruang, dan perizinan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data pengaduan yang masuk ke
Direktorat Jenderal Penataan Ruang sampai bulan Juli tahun 2014, 70%
diantaranya terjadi di kawasan perkotaan. Selain itu, data ini didukung juga
oleh hasil audit pemanfaatan ruang kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur), kawasan
perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita), dan kawasan
perkotaan Makassar, Sungguminasa, Maros, dan Takalar (Maminasata).

b) Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan (Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria /NSPK) dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
ruang sebagai dasar yang melandasi implementasi pengawasan da
pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini menyebabkan kegiatan pengawasan
dan pengendalian pemanfaatan ruang belum dapat dilakukan secara optimal,
baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai contoh belum
ada pengaturan mengenai cara untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan, belum ada pengaturan penentuan Kriteria permasalahan khusus,
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dimana pada saat ini, pengawasan khusus dianalogikan/difungsikan sebagai
penyelidikan/pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) yang dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Disamping itu pedoman-pedoman
perizinan, insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi masih dalam proses
penyusunan. Dalam proses penyusunan tersebut, diupayakan kaidah-kaidah
atau norma tata ruang harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
dan memuaskan bagi para pihak, oleh karena itu kaidah/norma tata ruang akan
dirumuskan secara tepat dan jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang
berbeda-beda.

Masih belum terstrukturnya lembaga pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruang. Untuk dapat mewujudkan organisasi kementerian yang
adaktif dan akuntabel dan menjamin tanggung jawab yang diberikan dapat
dijalankan dengan baik, diperlukan kondisi organisasi yang dapat mendukung
percepatan menjadikan tanah dan ruang untuk sebesar-besarnya bagi
kemakmuran rakyat. Untuk itu dilakukan identifikasi dalam bentuk peta
kekuatan dan peluang serta kelemahan dan ancaman pada organisasi
kementerian terutama setelah digabungkannya antara land register dengan land

use.
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PENDAHULUAN
Sesuai dengan CPMK 3 yaitu taruna mampu menguasai teknik dan manajemen perencanaan

pembangunan pertanahan, oleh karena itu pada bab 4 ini berisi tentang analisa proyek
pembangunan. Teknik analisa biaya manfaat (Benefit cost) harus dapat dikuasai taruna agar

mampu menguasai menilai sebuah nilai investasi dalam pembangunan.
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Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah
pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk
mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan.
Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar
dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi/modal memiliki
efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak jangka pendek
Investasi publik memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal/investasi.
Penganggaran modal/investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan
memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal/investasi
Di kebanyakan negara berkembang, anggaran pembangunan dan anggaran rutin di-pisahkan.
Fokus perhatiannya ditujukan untuk mengintegrasikan kebijakan dengan pengeluaran
manajemen. Dalam praktiknya terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan, di antaranya
adalah:
1. Memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang
komnrehensif.
Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang.
Mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada.
4. Mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran
rutin.
Sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi, Untuk menentukan kebutuhan
investasi perlu dilakukan evaluasi yang mencakup:
1. Inventarisasi investasi
2. Inventarisasi investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi,
kondisi barang modal yang saat ini ada, apakah baik ataukah buruk.
Cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada
Tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang
Inventarisasi kebutuhan investasi

Evaluasi kelayakan investasi

N g s~ W

. Kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial-budaya, finansial,

ekonomi, dan aspek distribusi.
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A. PENENTUAN KEBUTUHAN INVESTASI PUBLIK

Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan
ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalam sebelum
dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat
dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran
Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul Investasi. Salah satu peng-
golongannya adalah:

1. Investasi penggantian

2. Investasi penambahan kapasitas

3. Investasi baru
Pengeluaran investasi untuk penggantian barang modal mengikuti pola umur manfaat
barang modal. Bila umur ekonomi barang modal telah habis, maka perlu pembelian
barang modal baru untuk menggantinya Jadi umur teknis suatu barang modal bisa lebih
lama daripada umur ekonominya. Bila barang modal telah usang dan tidak mampu lagi
memberikan manfaat, berarti umur teknis barang modal tersebut telah habis
Investasi penambahan barang modal perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan
cakupan pelayanan. Jumlah penambahan unit barang modal ditentukan oleh produktivitas
barang modal yang saat ini ada. Produktivitas barang modal diukur berdasarkan rasio
antara input dengan output yang dihasilkan.
Investasi dapat juga berupa investasi baru yang belum ada sebelumnya. Untuk jenis
investasi baru, maka pertimbangan mengenai aspek teknis, ekonomi, sosial-budaya, dan

aspek distribusi harus mendapat perhatian lebih besar.

B. ASPEK KELAYAKAN INVESTASI

Dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang
secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh akibat
adanya suatu investasi tertentu
1. Aspek Teknis
Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus diper-
timbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek

teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak.
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2. Aspek Sosial dan Budaya
Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan
secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi
masyarakat. Aspek sosial budaya mencakup juga aspek legal dan lingkungan.

3. Aspek Ekonomi dan Finansial
Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek
yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan
perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam
menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan

4. Aspek Distribusi
Keputusan investasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah
distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Untuk itu perlu diketahui siapa
yang akan menerima manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari proyek

investasi.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI PUBLIK
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik adalah:

1.

2
3.
4

Tingkat diskonto yang digunakan
. Tingkat inflasi

Risiko dan ketidakpastian

. Capital rationing

Ad. 1. Tingkat Diskonto

Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan (rate of return) yang diperoleh
dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan
keuntungan yang disyaratkan (required rate of return), maka proyek tersebut harus
ditolak. Penghitungan tingkat diskonto merupakan bagian yang cukup kompleks dalam
analisis investasi.

Pada sektor swasta terdapat dua sumber pendanaan, yaitu pembiayaan modal (equity
finance) dan pembiayaan utang (debt finance), Biaya modal total dapat dinyatakan

dalam bentuk biaya modal rata-rata tertimbang dengan minus:



53

Ko=Ke.(E/V) + Kq.(I-T).(D/V)
Dalam hal ini:
Ko = biaya modal total
K. = biaya modal (tingkat keuntungan yang disyaratkan atas investasi modal)
Kd = biaya utang (tingkat keuntungan yang disyaratkan atas investasi utang)
T = Tingkat pajak
E = Harga pasar saham
D = harga pasar surat berharga utang
V =E + D =nilai pasar perusahaan secara keseluruhan

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menyatakan social discount
rate sebagai suatu tingkat yang merefleksikan preferensi masyarakat terhadap manfaat
saat ini atas manfaat yang akan diterima di masa yang akan datang, atau disebut social
time preference rate (STPR).

Ad. 2 Tingkat Inflasi
Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi

tingkat inflasi, semakin rendah nilai riil keuntungan di masa depan yang diharapkan
(expectedfuture returns) sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan.
Inflasi yang tinggi menyebabkan required rate of return semakin tinggi.

Ad. 3 Risiko dan Ketidakpastian

Required rate of return akan semakin tinggi jika risiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi
dan hukum, kekacauan sosial-politik, tidak adanya jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak
konsisten dapat meningkatkan risiko investasi. Faktor-faktor tersebut menyumbang risiko
investasi suatu negara (country risk) yang jika sudah sangat parah dapat mengarah pada kategori
default country. Terjaminnya keamanan berinvestasi, penegakan hukum dan demokrasi,
terjaminnya property right dan contract right dapat menurunkari risiko investasi.
Ad. 4. Capital Rationing

Capital Rationing: keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk
melakukan pengeluaran investasi. Pada organisasi sektor publik, selain memperhatikan faktor-
faktor di atas penilaian investasi publik juga harus memperhatikan hal-hal berikut:

a. Tingkat utang pemerintah

b. Tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan (social opportunity cost rate)

€. Social time preference rate

Tingkat utang pemerintah adalah jumlah yang harus dibayarkan pemerintah sehu-bungan dengan

perolehan sumber pembiayaan di luar pajak. Social opportunity cost rate terkait dengan
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pengertian bahwa proyek pemerintah harus dapat menghasilkan tingkat keuntungan (return) yang
minimal sama dengan tingkat keuntungan proyek sektor swasta dengan peng-gunaan dana yang
sama. Sedangkan social time preference rate merefleksikan tingkat keuntungan yang disyaratkan

oleh masyarakat jika menunda konsumsi saat ini untuk kepentingan konsumsi di masa depan.

D. TEKNIK DASAR PENILAIAN INVESTASI PUBLIK

Pada dasarnya, prinsip penilaian investasi sangat sederhana. Terdapat empat langkah utama

untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu:

1. Identifikasi kebutuhan investasi yangmungkin dilakukan
Organisasi sektor publik seringkali dihadapkan pada banyak altematif investasi untuk mencapai
tujuan organisasinya. Oleh karena itu perlu diidentifikasi alternatif-alternatif yang memungkinkan
untuk dianalisis lebih lanjut.

2. Menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan (cost/benefit
relationship).
Perhitungan manfaat dan biaya harus pula memasukkan analisis manfaat dan biaya sosial (social
cost/benefit) yang ditimbulkan dari investasi publik yang akan dilakukan Pada organisasi sektor
publik biaya dan manfaat seringkali tidak dapat secara langsung diukur dengan satuan uang,
sehingga teknik-teknik analisis biaya manfaat sangat cocok untuk diterapkan.

3. Menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah.
Langkah kedua adalah menghitung manfaat dan biaya investasi dalam satuan rupiah. Terkadang
terdapat kesulitan dalam langkah kedua ini. Kesulitan yang dihadapi adalah apabila biaya dan
manfaat dari suatu proyek tidak dapat diukur dalam bentuk rupiah.

4. Memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi
Rasio biaya dan manfaat atau efektivitas biaya merupakan titik awal penentuan penerimaan
proyek, ada banyak ketidakpastian yang dapat mempengaruhi perhitungan. Dapat vmenggunakan
analisis moneter., yang mungkin mengindikasi bahwa proyek akan memberikan nilai uang
terbaik.

Terdapat beberapa teknik untuk melakukan penilaian investasi, yang dibedakan menjadi 2 metode:
1. metode penilaian invesyasi tradisisonal

2. metode aliran kas yang diskontokan (discounted cah flow/DCF)

Net Present Value
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Net present value dapat dirumuskan sebagai berikut:

NPV = CFo cFr , _CF2 |, CFs + ... 4+ —CFn
(1+i) (1+i)2 (1+i)3 (1+i)"
Atau
n CFa1
s
t=0 (1 +i)t
Dalam hal ini:
i =tingkat diskonto
n =1,....... ,50 th. (umur proyek)

CF = cash flow
Dengan formulasi lain, NPV dinyatakan:

NPV = (Cash flow x Present value factor) — Investasi
=(CFxpv))-1
(CF x pv)) disebut juga Gross Present Value.
Net Present Benefits (NPB

Net Present Benefits (Manfaat Bersih Sekarang) merupakan nilai bersih suatu proyek setelah
dikurangi seluruh biaya pada satu tahun tertentu dari keuntungan atau manfaat yang diterima pada
tahun yang bersangkutan dan didiskontokan dengan tingkat bunga yang berlaku.

Net present benefit dapat dirumuskan sebagai berikut:

NPB = Mo - Co+-A-C , M M., M- Cn
(1+t) (1+t)2 (1+t)3 (1+t)"
Atau
n |V|n = Bn
) 2
n=l (1+i)*
Dalam hal ini :
NPB = nilai bersih, yaitu manfaat dikurangi dengan biaya di tahun ke-n
‘i = tingkat bunga
.n =1, , 50 th (umur proyek)
M= Manfaat
C=Biaya

Catatan : Proyek yang dipilih adalah jenis proyek yang memiliki NPB tertinggi

Analisis Payback Period
Metode payback period digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian investasi.

Payback period dirumuskan sebagai berikut:

Investasi Awal
Keuntungan Tahunan

Payback Period =
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Payback period merupakan teknik analisis investasi yang relatif mudah dan sederhana. Sehingga

banyak digunakan. Namun demikian, Payback period mengandung kelemahan, yaitu:

1. Metode ini mengabaikan penerimaan-penerimaan investasi atau proceeds yang diperoleh
setelah payback period tercapai.

2. Metode payback period mengabaikan nilai waktu uang.

3. Metode payback period tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan investasi yang
bersifat mutually exclusive.

Analisis Biaya-Manfaat (Cost Benefit Analysis)
Metode cost benefit analysis (CBA) atau benefit cost ratio merupakan cara mengevaluasi

suatu proyek dengan membandingkan nilai sekarang (present value) dari seluruh manfaat

keuntungan yang diperoleh dengan nilai sekarang dari seluruh biaya proyek tersebut.

Analisis Benefit-Cost Ratio dirumuskan sebagai berikut:

M= Mo + M + M + o, +L
(1+i) (1+i)? (1+i)"

C= Co + C + &) + o +L
(1+1t) (1+t)2 (1+t)"

Kelemahan metode B-C ratio adalah tidak adanya pedoman yang jelas mengenai hal-hal yang masuk
sebagai perhitungan biaya dan manfaat. Di satu sisi dapat dimasukkan sebagai biaya, namun di sisi lain
dapat masuk sebagai manfaat, sehingga kemungkinan terjadi mani-pulasi besar. Secara umum, kelemahan
ini disebabkan karena adanya kesulitan dalam peng-hitungan manfaat dan biaya. Biaya dianggap sebagai
manfaat negatif. Dengan demikian B-C ratio dapat berpeluang memberikan hasil yang keliru dalam

menentukan proyek.

Analisis Efektivitas Biaya (Cost-Effectiveness Analysis)
Analisis efektivitas biaya dilakukan karena terdapat kesulitan dalam menghitung

biaya dan manfaat sosial secara kuantitatif. Analisis cost-effectiveness meliputi penilaian
terhadap biaya dan manfaat yang dapat dikuantifikasi, baik di masa sekarang maupun di
masa yang akan dating atas suatu proyek dengan pengaruh atau dampak yang tidak dapat
dikuantifikasikan, namun tidak dinilai.
Langkah-langkah dalam melakukan analisis efektivitas biaya adalah sebagai berikut:
1. Menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya modal. Hal tersebut meliputi pula
penentuan biaya bangunan, peralatan, dan tanah. Hal ini penting karena sumber
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daya yang diperlukan oleh sebuah proyek harus dinilai pada opportunity cost
penuhnya.

2. Membuat estimasi biaya yang akan terjadi (running cost) selama umur yang diharapkan
dari suatu proyek.

Membuat estimasi output terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek.

4. Membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan atas aktivitas yang dilakukan.
Mendiskontokan biaya dan manfaat yang dapat diukur untuk memungkinkan
melakukan perbandingan.

6. Menjelaskan secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya-biaya dan
manfaat yang tidak dapat dikuantifikasi yang akan muncul dari proyek yang akan
dijalankan.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa kesulitan dalam melakukan analisis efektivitas-biaya.
Kesulitan tersebut terjadi pada waktu membuat estimasi atau perkiraan mengenai waktu dan
besarnya jumlah biaya dan manfaat di masa datang. Kesulitan juga dialami pada saat
pemilihan tingkat diskonto (discount rale) yang tepat atau penyesuaian untuk tingkat risiko

dan ketidakpastian, sebagai gambaran dalam seksi pendahuluan pada analisa cost-benefit.

E. PENGUKURAN KINERJA
Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan

untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Menurut Mardiasmo (2002),
sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu
manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan
nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian
organisasi.

Maksud dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik antara lain:

1. Membantu memperbaiki Kkinerja pemerintah agar dapat berfokus pada tujuan dan
sasaran program unit kerja yangn pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan
efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan
pembuatan keputusan.

3. Untuk mewujudkan tanggung jawab publik dan memperbaiki komunikasi

kelembagaan.
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pihak legislatif menggunakan ukuran kinerja ini untuk menentukan kelayakan

biaya pelayanan (cost of service) yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa publik

karena mereka tidak mau selalu ditarik pungutan tanpa adanya peningkatan kualitas dan

kuantitas dari pelayanan yang diterima tersebut.

Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang

dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor

swasta, karena sifat output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat intangible

output, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh

karena itu, perlu dikembangkan ukuran kerja non-finansial.

Tujuan sistem pengukuran kinerja antara lain:

1.
2.

Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down and bottom up).
Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga
dapat ditelusur berkembangan pencapaian strateginya.

Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan
bawah serta motivasi untuk mencapai good congruence.

Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan

kemampuan kolektif yang rasional.

Berikut ini adalah manfaat dari pengukuran kinerja:

1.

© N o

Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja
manajemen

Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Untuk memonitor dan mengawasi pencapaian kinerja dan membandingkannya
dengan target kinerja serta melakukan tindakan kolektif untuk memperbaiki
Kinerja.

Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and
punishment).

Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka
memperbaiki kinerja organisasi.

Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
Membantu memahami kegiatan instansi pemerintah.

Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
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Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih ukuran-ukuran

Kinerja instansi yang sesuai dengan skema indikator:

Evaluasi kembali ukuran yang ada | Informasi Kkinerja tetap dibutuhkan oleh
manajemen. Apabila skema indikator kinerja
sudah tidak berfungsi, maka manajemen akan
mengembangkan skema baru.

Mengukur kegiatan yang penting, | Kinerja selalu berorientasi hasil. Ukuran hasil
tidak hanya hasil sering diformulasikan dalam rasio keuangan.
Pencapaian hasil akan menunjukkan adanya
permasalahan. Hasil tersebut tidak akan
menunjukkan diagnosis hasil.

Pengukuran harus mendorong tim | Pembagian proses pengukuran menciptakan
kerja yang akan mencapai tujuan | lingkungan tim Kkerja yang aktivitasnya
diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi.
Pengukuran harus merupakan | Agar efektif, sistem pengukuran harus
perangkat  yang  terintegrasi, | diciptakan sebagai perangkat terintegrasi
seimbang dalam penerapannya yang diperoleh dari strategi perusahaan.
Sebagian  besar  perusahaan  berusaha
meminimalkan biaya, meningkatkan kualitas,
mengurangi waktu pelaksanaan produksi dan
menciptakan pengembalian investasi yang

wajar.
Pengukuran harus memiliki fokus | Ukuran internal yang umum dipakai dalam
eksternal jika memungkinkan sebuah organisasi perbandingan kinerja dari

tahun ke tahun. Suatu perbandingan tertentu
dapat dilakukan ke tingkatan mikro: divisi,
departemen, kelompok, bahkan individu.
dapat dilakukan ke tingkatan mikro: divisi,
departemen, kelompok, bahkan individu

Skala pengukuran dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

1. Skala nominal merupakan skala pengukuran yang paling rendah tingkatannya karena
denga skala ini obyek pengukuran hanya dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang
sama, yang berbeda dengan kelompok lain. Kelompok-kelompok atau golongan tidak
dibedakan berdasarkan tingkatan, karena kelompok yang satu tidak dapat dikatakan lebih
rendah atau lebih tinggi tingkatannya dari pada kelompok yang lain, tetapi hanya sekedar
berbeda.

2. Skala Ordinal. Skala ini lebih tinggi tingkatannya atau lebih baik dari pada skala nominal
karena selain memiliki ciri-ciri yang sama dengan skala nominal, yaitu dapat

mengolongkan obyek dalam golongan yang berbeda, skala ordinal juga mempunyai
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kelebihan dari skala nominal, yaitu bahwa golongan-golongan atau klasifikasi dalam
skala ordinal ini dapat dibedakan tingkatannya. Ini berarti bahwa suatu golongan dapat
dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah dari pada golongan yang lain.

. Skala interval. Skala ini memiliki kelebihan yaitu mempunyai unit pengukuran yang
sama, sehingga jarak antara satu titik dengan titik yang lain, atau antara satu golongan
dengan golongan yang lain dapat diketahui.

. Skala rasio merupakan skala yang paling tinggi tingkatannya karena skala ini
mempunyai ciri-ciri yang dimiliki oleh semua skala di bawahnya. Skala rasio memiliki
titik nol yang sebenarnya yang berarti bahwa apabila suatu obyek diukur dengan skala
rasio dan berada pada titik nol, maka gejala atau sifat yang diukur benar-benar tidak ada.
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BAB IV

Sesuai dengan CPMK4 pada Bab IV ini bertujuan agar taruna mampu mengidentifikasi dan
menganalisis kendala kendala dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan pertanahan dengan
teknik perencanaan jaringan. Dengan teknik ini pengawasan terhadap pelaksanaan dari
perencanaan dapat dimonitor dengan baik, sehingga kendalapkendala yang terjadi dalam
pelaksanaan dapat diminimalisir.
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A. NETWORK PLANNING (NP)

Sejarah NP
Tahun 1957 didirikan sebuah proyek milik Angkatan Laut Amerika acrmal yang diberi

nama proyek Polaris, yaitu sebuah proyek pembuatan peluru kendali yang dapat
ditembakkan dari kapal selam menuju sasarannya di darat atau di udara. Semula proyek
tersebut direncanakan akan membutuhkan waktu" penyelenggaraan selama lima tahun.
Kemudian suatu tim ahli memperbaiki rencana tersebut sedemikian rupa sehingga waktu
penyelenggaraan proyek menjadi hanya tiga tahun. Jadi manfaat perbaikan rencana tersebut
berupa kecepatan kerja, yang kira-kira lebih cepat 1,7 kali dari rencana semula. Metode yang
mampu memperbaiki rencana semula tersebut kemudian dikenal sebagai PERT singkatan
dari Programme Evaluation and Review Technique.

Pada tahun yang sama, sebuah proyek pembuatan pabrik kimia milik perusahaan industri
kimia du Pont, semula direncanakan akan membutuhkan biaya total sebanyak US$
10.000.000, kemudian rencana ini diperbaiki sehingga biaya total proyek dapat ditekan
menjadi US$ 9.000.000. Jadi manfaat perbaikan rencana tersebut berupa penghematan biaya
proyek sebesar 10% dari biaya rencana semula. Metode yang mampu memperbaiki rencana

semula tersebut kemudian dikenal sebagai CPM singkatan Critical Path Method.

1. Tahun diciptakan 1957 1957
2. Nama Proyek POLARIS PABRIK KIMIA
3. Pemilik Proyek US-NAVY du PONT
4. Manfaat WAKTU BIAYA
a. Rencana Semula 5 Tahun US$ 10.000.000
b. Rencana disempurnakan | 3 Tahun US$9.000.000
5. Komponen Proyek PERISTIWA** KEGIATAN**
6. Model Visual NETWORK DIAGRAM | NETWORK DIAGRAM

*) PERT = Programme Evaluation and Review Technique.
CPM = Critical Path Method.
**) Sebuah KEGIATAN selalu dimulai pada PERISTIWA awal dan selesai pada PERISTIWA
akhir.
Perbedaan antara CPM dengan PERT terletak pada anggapan terhadap proyek. PERT
menganggap proyek terdiri dari peristiwa-peristiwa yang susul-menyusul, sedangkan menurut

CPM proyek terdiri dari kegiatan-kegiatan yang membentuk lintasan atau beberapa lintasan.
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Persamaan antara CPM dengan PERT terletak pada visualisasi proyek. Visualisasi proyek
menurut CPM maupun PERT berbentuk diagram. Kedua macam diagram tersebut mempunyai
bentuk dan disusun berdasarkan prinsip yang sama.

Perbedaan anggapan terhadap proyek menurut CPM dan PERT tidak merupakan perbedaan
yang prinsipiil sebab meskipun peristiwa berbeda dengan kegiatan tetapi kegiatan dan
peristiwa adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Pada kenyataannya setiap kegiatan harus
dimulai dari peristiwa awal dan harus selesai pada peristiwa akhir. Keputusan untuk memilih
salah satu dari kedua metode tersebut, yaitu CPM atau PERT, bergantung pada kemampuan
mengenal proyek yang akan diselenggarakan. Bila proyek yang bersangkutan lebih dikenal
peristiwa-peristiwanya, maka dipakai metode PERT, tetapi bila proyek yang bersangkutan
lebih dikenal kegiatan-kegiatannya, maka dipakai metode CPM.

Berdasarkan pengalaman ternyata dengan menggunakan CPM atau PERT dalam
penyelenggaraan proyek, akan didapat manfaat penghematan biaya sebesar 5% netto untuk
biaya proyek lebih besar dari US$ 40.000.000. Oleh karena itu, metodemetode CPM dan
PERT tersebut disusun secara sistematik sehingga menjadi sebuah ilmu pengetahuan baru
yang kemudian dikenal sebagai network planning, dan pada beberapa literatur disebut juga
sebagai network analysis. Yang dimaksud dengan network analysis di sini tidak ada
hubungannya dan tidak ada kaitannya dengan network analysis dalam electrical atau
electronic engineering.

Pada buku-buku mengenai operational research atau operation research, network planning
disebut sebagai salah satu teknik probabilistic and statistical model. Oleh karena itu, sesuai
dengan operation research dalam arti umum, maka network planning dapat dikatakan sebagai
salah satu alat para manajer untuk pengambilan keputusan.

Selain itu, ditinjau dari sudut kepentingan para systems analyst, network planning adalah
salah satu model yang termasuk dalam logico mathematical model. Logico mathematical
model adalah perangkat para systems analyst dalam menganalisa persoalan-persoalan yang
dihadapinya. Sedangkan bagi para perencana dan pelaksana pekerjaan, network planning
adalah alat untuk mengkoordinasikan berbagai macam pekerjaan yang ada yang satu sama
lainnya bebas dan atau saling bergantung berdasarkan pertimbangan sumberdaya yang

digunakan, logika proses yang berlangsung, dan hasil proses itu sendiri.
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Dalam pemakaiannya, yaitu pada penyelenggaraan proyek, network planning menggunakan
model yang berupa diagram yang disebut network diagram. Network diagram adalah
visualisasi proyek berdasarkan network planning berupa diagram yang berisi lintasan-lintasan
yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan dan terdiri dari peristiwa-peristiwa
yang harus terjadi selama penyelenggaraan proyek.

Ada dua macam diagram yang dikenal dalam network planning, pertama adalah network
diagram versi CPM/PERT, dan kedua adalah diagram yang dikenal sebagai precedence
diagram. Pada precedence diagram tidak dikenal adanya peristiwa, sedang pada network
diagram versi CPM/PERT dikenal adanya peristiwa pada setiap awal kegiatan dan pada setiap
akhir kegiatan. Pada precedence diagram dimungkinkan suatu kegiatan dimulai sebelum
kegiatan pendahuluan selesai seluruhnya. Hal ini tidak mungkin terjadi pada network diagram
versi CPM/PERT. Yang terakhir ini merupakan kelemahan dari network diagram versi CPMf
PERT, tetapi kelemahan ini dapat diatasi dengan menggunakan modul operasl yaitu pekerjaan
yang jenisnya sama dibagi-bagi berdasarkan lokasi dan kemampuan gerak sumberdaya yang
tersedia. Mengingat yang paling umum dipakai adalah network diagram versi CPM/PERT,
maka untuk selanjutnya preccdencc diagram tidak akan dibahas dan jika tidak dijelaskan
secara khusus yang dimaksud dengan network diagram adalah network diagram versi
CPM/PERT.

Letak Network Planning pada Penyelenggaraan Proyek
Mengingat network planning adalah salah satu model yang dipakai pada penyelenggaraan

proyek, maka perlu ditegaskan letak atau peranan network planning pada penyelenggaraan
proyek. Sebelumnya perlu diuraikan apa yang dimaksud dengan penyelenggaraan proyek.

Pada penyelenggaraan suatu proyek terdapat proses pengambilan keputusan dan proses
penetapan tujuan. Untuk dapat melaksanakan proses ini perlu adanya masukan informasi yang
tepat dan kemampuan pengambilan keputusan yang tinggi agar dapat melaksanakan
pengambilan keputusan. Keputusan yang telah diambil sesuai dengan arah yang telah
ditetapkan. Supaya dapat melaksanakan keputusan yang telah diambil tersebut perlu adanya
sumberdaya yang dibutuhkan dalam keadaan siap pakai dan perlu adanya kemampuan yang
tinggi untuk melaksanakan proses pengolahan sumberdaya tersebut guna mencapai produk

yang diharapkan. Kedua macam proses ini, yaitu proses pengambilan keputusan dan



65

penetapan kebijaksanaan serta proses pelaksanaannya merupakan sistem operasi pada
penyelenggaraan proyek.

Jika antara proses pengambilan keputusan dan penetapan kebijaksanaan dengan proses
pelaksanaannva terdapat jarak yang cukup besar, yang disebabkan antara lain oleh lokasi,
waktu, volume pekerjaan, macam disiplin/keahlian, dan atau Wewenang, maka diperlukan
adanya mekanisme yang mampu menyampaikan hal-hal yang telah diputuskan atau
ditetapkan kepada para pelaksana. Mekanisme ini berupa jalur informasi yang mampu
menyampaikan informasi untuk pelaksanaan berupa hal-hal yang telah diputuskan dan
ditetapkan tadi. Demikian pula halnya bila terdapat jarak yang cukup besar antara proses
pelaksanaan dengan proses pengambilan keputusan dan penetapan kebijaksanaan. Agar dapat
menyampaikan informasi tentang kemajuan pelaksanaan kepada para pimpinan yang dipakai
sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan, perlu adanya mekanisme yang dapat
menyampaikan informasi untuk pimpinan tersebut. Kedua macam mekanisme tersebut
membentuk sebuah sistem yang dapat menyalurkan informasi, disebut sistem informasi pada
penyelenggaraan proyek.

Jadi, bila penyelenggaraan proyek merupakan sebuah total system, maka penyelenggaraan
proyek tersebut terdiri dari dua buah subsistem yaitu: subsistem operasi dan subsistem
informasi. Subsistem operasi menjawab pertanyaan “bagaimana cara melaksanakan kegiatan”
sedang subsistem informasi menjawab pertanyaan “kegiatan apa saja yang sudah, sedang, dan
akan dilaksanakan”. Network planning termasuk dalam subsistem informasi.

Yang menjadi sokoguru dalam penyelenggaraan proyek adalah sistem operasi, sedangkan
sistem informasi berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dari suatu sistem operasi
yang efektif. Bagaimanapun baiknya dan efisiensinya sebuah sistem informasi, bila
kemampuan operasinya sangat rendah maka praktis penyelenggaraan proyek menjadi sangat
lambat atau macet sama sekali. Sebaliknya suatu network planning yang tepat yang diterapkan
pada penyelenggaraan proyek dengan kemampuan operasi hampir nihil, praktis tidak dapat
memperbaiki keadaan. Kemampuan operasi yang hampir nihil tidak dapat diatasi dengan
network planning, tetapi dapat diatasi dengan pengambilan keputusan yang tepat, dengan

mengganti pekerja yang tidak terdidik dan tidak trampil dengan pekerja terdidik yang trampil.
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Penggunaan
Network Planning khususnya digunakan untuk menyelesaikan suatu proyek yang hanya

dilakukan sekali saja, jadi harus dibuat NP baru untuk setiap proyek yang akan diselesaikan,

misalnya : pendirian rumah baru, perencanaan perjalanan, rescheduling urutan proses

produksi dan sebagainya. Jadi digunakan dalam Tatalaksana proyek.

Haruslah dibedakan antara Tatalaksana proyek dengan Tatalaksana Produksi :

1. Tatalaksana Proyek menyelesaikan hal khusus, hanya dilakukan sekali.

2. Tatalaksana produksi menyelesaikan hal umum yang berulang-ulang, rutine.

Keuntungan Penggunaan Network Planning dalam Tatalaksana Proyek :

Merencanakan scheduling dan mengawasi proyek secara logis.

Memikirkan secara menyeluruh, tetapi juga mendetai dari proyek.

Mendokumen dan mengkomunikasikan rencana scheduling (waktu) dan alternatif-alternatif
lain penyelesaian proyek dengan tambahan biaya.

Mengawasi proyek dengan lebih efisien, sebab hanya jalur-jalur kritis (Critical Path) saja

yang perlu konsentrasi pengawas ketat

Analisa-analisa Network akan membantu :

1.
2
3
4.
5

6.

Time schedule urutan pekerjaan yang efisien.

Pembagian merata waktu, tenaga dan biaya.

Reschedulling bila ada kelambatan-kelambatan penyelesaian.

Menentukan Trade-Off / Pertukaran waktu dengan biaya yang efisien.

Membuka probabilitas / kemungkinan - kemungkinan yang lain menyelesaikan proyek.

Merencanakan proyek yang komplek.

Data yang Diperlukan untuk menyusun Network :

1.

2.

3.

Urutan pekerjaan yang logis

Harus disusun : pekerjaan apa yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum pekerjaan
yang lain dimulai, dan pekerjaan apa yang kemudian mengikutinya.

Taksiran waktu penyelesaian setiap pekerjaan :

Biasanya memakai waktu rata-rata berdasarkan pengalaman. Kalau proyek itu baru sama
sekali biasanya diberi slack/kelonggaran waktu.

Biaya untuk mempercepat setiap pekerjaan :



67

Ini berguna bila pekerjaan-pekerjaan yang ada dijalur kritis ingin dipercepat agar seluruh
proyek lekas selesai. Misalnya : biaya-biaya lembur, biaya menambah tenaga dan
sebagainya.

Sumber-sumber :

Tenaga, equipment dan material yang diperlukan.

Pembuatan (Disain)

Tujuan akhir dari tahap pembuatan ini adalah terciptanya suatu model yang dapat dipakai

sebagai patokan selama penyelenggaraan proyek, yaitu berupa pelaksanaan berbagai

kegiatan, baik iadwal pelaksanaan maupun penyediaan dan pemakaian sumberdaya.

Proses pembuatan (disain) meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1.

Inventarisasi kegiatan. Pada tahap ini yang dilakukan adalah menguraikan atau
menurunkan proyek menjadi kegiatan-kegiatan. Inventarisasi umumnya berlaku
untuk proyek-proyek yang telah sering diselenggarakan.

Hubungan antarkegiatan. Pada tahap ini ditentukan hubungan tiap kegiatan dengan
kegiatan-kegiatan lainnya. Hubungan yang menentukan adalah hubungan
ketergantungan antarkegiatan yang secara logika menuntut ketergantungan
tersebut. Sebab-sebab ketergantungan lainnya tidak turut diperhitungkan dalam
tahapan ini.

Menyusun network diagram. Dengan ditemukannya hubungan antarkegiatan, maka
dapat dirangkaikan (disambung-sambungkan) berbagai kegiatan yang berkaitan
sehingga keseluruhan kegiatan menyusun jaringan kerja (network diagram) yang
mencerminkan proyek secara keseluruhan.

Data kegiatan. Setelah network diagram tersusun yang terdiri atas kegiatankegiatan,
maka dicari data kegiatan meliputi: lama kegiatan, biaya, dan sumberdaya yang
akan dikendalikan (sebab sesuai dengan hukum Pareto pada umumnya tidak semua
sumberdaya perlu dikendalikan)

Analisa waktu dan sumberdaya.Tuiuan analisa waktu adalah untuk mengetahui saat
mulai dan saat selesai pelaksanaan setiap kegiatan, sehingga bila terjadi
keterlambatan bisa diketahui bagaimana pengaruhnya dan selanjutnya ditetapkan
tindakan apa yang harus diambil. Tujuan analisa sumberdaya adalah untuk

mengetahui tingkat kebutuhan sumberdaya sehingga persiapan agar sumberdaya
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selalu dalam keadaan siap pakai bisa diselenggarakan setepat-tepatnya. Secara
nyata, pada tahap ini dihitung atau ditentukan: saat mulai, saat selesai, dan tenggang
waktu tiap kegiatan, tenggang waktu peristiwa, histogram dan kurva S sumberdaya
yang dikendalikan

6. Batasan. Pada tahap ini diinventarisasikan batasan-batasan yang tidak boleh
dilanggar, baik mengenai waktu maupun distribusi penggunaan sumberdaya

7. Leveling. Leveling adalah suatu hasil usaha pemecahan persoalan yang timbul akibat
tidak sesuainya keadaan ideal (tahap al sampai dengan aS) dengan batasan-batasan

yang berlaku (tahap 6)

Pemakaian
Bila pembuatan telah selesai, maka model yang telah jadi tersebut dipakai pada proses
pelaksanaan proyek dengan cara melaporkan kemajuan proses pelaksanaan tiap kegiatan
sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ada dalam network diagram. Terdapat beberapa
alternatif cara pelaporan berdasarkan kuantitas dalam bentuk satuan pekerjaan/kegiatan
atau dalam bentuk relatif atau persentase; dan berdasarkan jangka waktunya secara

kumulatif atau periodik.

Proyek dan Kegiatan

Proyek adalah lintasan atau lintasan-lintasan kegiatan yang dimulai pada suatu saat awal
dan selesai pada suatu saat akhir, yaitu pada saat tujuan proyek tercapai. Jika pernyataan
ini dianggap sebagai kerangka, maka isi dari kerangka tersebut adalah: keadaan awal untuk
saat awal, keadaan akhir untuk saat akhir, dan teknologi untuk (lintasan-lintasan) kegiatan.
Bila proyek dianggap sebagai sebuah sistem, maka input-nya adalah keadaan awal, output-
nya adalah keadaan akhir, dan prosesnya adalah teknologi. Kegiatan pada hakikatnya
adalah proses interaksi input yaitu sumberdaya dengan ketrampilan, untuk menghasilkan
output, berupa produk tertentu. Jadi kegiatan juga dapat dikatakan sebagai suatu sistem.

Sehingga hubungan proyek dengan kegiatan adalah: kegiatan merupakan komponen-
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komponen sistem yang tersusun membentuk sebuah proyek, dan merupakan turunan dari
sebuah proyek, sedangkan proyek adalah hasil integrasi dari beberapa kegiatan.

Untuk menguraikan proyek menjadi kegiatan-kegiatan, caranya adalah menurunkan atau
menjabarkan proyek yang bersangkutan sampai pada suatu tingkat tertentu sehingga hasil
uraian bisa diterjemahkan dalam waktu pelaksanaan, biaya, dan sumberdaya yang
dibutuhkan masing-masing hasil uraian. Hasil uraian tersebut dinamakan kegiatan. Pada
umumnya untuk mendapatkan kegiatan yang dimaksud di atas, proyek yang bersangkutan
diturunkan menurut dimensi: tingkatan proyek, tahapan proyek (sequential development
project atau project cycle), lokasi, dan macam informasi yang diperlukan untuk
pengambilan keputusan. Dalam keadaan seperti ini sudah dapat dipastikan akan terdapat
perbedaan pandangan terhadap proyek sehingga timbul berbagai alternatif mengenai
macam dan banyaknya kegiatan yang ada dalam proyek. Ini merupakan persoalan yang
harus dipecahkan oleh para ahli yang terlibat dalam penyelenggaraan proyek tersebut,
sehingga semua pihak sepakat bahwa dalam proyek tersebut hanya ada satu daftar
kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan.

NETWORK DIAGRAM
NETWORK diagram adalah visualisasi proyek berdasarkan network planning. Network

diagram berupa jaringan kerja yang berisi lintasan-lintasan kegiatan dan urutan-urutan
peristiwa yang ada selama penyelenggaraan proyek. Dengan network diagram dapat
segera dilihat kaitan suatu kegiatan dengan kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga bila
sebuah kegiatan terlambat maka dengan segera dapat dilihat kegiatan apa saja yang
dipengaruhi oleh keterlambatan tersebut dan berapa besar pengambnya. Juga dengan
network diagram dapat diketahui kegiatankegiatan mana saja atau lintasanlintasan mana
saja yang Kritis, sehingga dengan mengetahui tingkat kekritisannya dapat ditetapkan skala
prioritas dalam menangani masalahmasalah yang timbul selama penyelenggaraan proyek.
Juga dapat diketahui peristiwaperistiwa mana saja yang kritis sehingga usahausaha segera
dapat diarahkan dan dimulai sedini mungkin untuk membuat peristiwa kritis tersebut
terjadi pada saatnya. Di samping itu, berbagai tingkat manajemen tertentu dapat
dikonsentrasikan pada peristiwaperistiwa yang dianggap sangat penting menurut
pertimbangan manaiemen tersebut. Peristiwa 1ni sering dinamai mile stone. Oleh karena

1tu dapat dimengerti bahwa sebuah network diagram yang tepat dan dipakai secara
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konsekuen merupakan alat yang sangat menolong dalam penyelenggaraan proyek. Jadi ada
dua syarat utama yang harus dipenuhi dalam penggunaan network planning pada
penyelenggaraan suatu proyek yaitu adanya network diagram yang tepat, dan network
diagram yang tepat tadi digunakan secara konsekuen dalam penyelenggaraan proyek.
Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana mefnbuat network diagram yang tepat.
Oleh karena diagram pada hakikatnya adalah gambaran atau sketsa, maka bab 1ni secara
kongkret akan menerangkan simbol apa saja yang dipakai dan bagaimana cara
memakainya. Hal mi dimaksudkan agar jangan sampai terjadi cara penggambaran yang
salah sehingga mengakibatkan penyajian ilustrasi yang salah juga. Kesalahan mi
selanjutnya dapat mengakibatkan terjadinya penarikan kesimpulan yang salah sehingga
akhirnya pengambilan keputusan menjadi tidak tepat.

Simbol
Jumlah simbol yang digunakan dalam sebuah network diagram, minimum dua macam dan

maksimum tiga macam. Ketiga macam simbol tersebut adalah: anak panah yang melambangkan
kegiatan, lingkaran melambangkan peristiwa, dan anak panah terputus-putus melambangkan

hubungan antara dua peristiwa.

1. Anak Panah

Anak panah melambangkan kegiatan. Sebuah anak panah hanya melambangkan sebuah kegiatan
demikian pula sebuah kegiatan hanya dilambangkan oleh sebuah anak panah. Pada umumnya
nama kegiatan dicantumkan di atas anak panah dan lama kegiatan ditulis di bawah anak panah.

Anak panah selalu digambarkan dengan ekor anak panah di sebelah kiri dan kepala anak panah
di sebelah kanan. Ekor anak panah ditafsirkan sebagai kegiatan dimulai dan kepala anak panah
ditafsirkan sebagai kegiatan selesai. Lama kegiatan adalah waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan sebuah kegiatan, yaitu jarak waktu antara kegiatan dimulai dengan kegiatan
selesai. Satuan waktu dari lama kegiatan tergantung dari kebutuhan, bisa detik, menit, jam, hari,
minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. Untuk kebutuhan penyelenggaraan proyek biasanya hari

digunakan sebagai satuan waktu.
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Ada enam alternatif cara menggambarkan anak panah (Gambar 2.01) yaitu:

1. Horisontal

L

2. Miring ke atas
W

3. Miring ke bawah

T

4. Garis patah ke atas

5. Garis patah ke bawah

6. Garis lengkung

L =lama kegiatan
Panjang anak panah tidak melambangkan lama kegiatan yang bersangkutan. Jadi mungkin saja

sebuah anak panah yang melambangkan kegiatan yang lama kegiatannya lima belas hari
digambar lebih panjang daripada anak panah yang melambangkan sebuah kegiatan yang lama
kegiatannya dua puluh hari. Pada time scale network diagram proyeksi horisontal anak panah
proporsional dengan lama kegiatan dari kegiatan yang dilambangkannya. Berlainan dengan

network diagram yang umum, panjang anak panah tidak proporsional atau tidak ada kaitannya



72

dengan lama kegiatan yang bersangkutan. Seperti telah dijelaskan di atas, lama kegiatan
dinyatakan berupa angka yang ditulis di bawah anak panah dari kegiatan yang bersangkutan.
Supaya network diagram yang diperoleh memberikan gambaran yang jelas, diusahakan agar
antara kegiatan tidak berpotongan satu sama lain. Perpotongan antara kegiatan-kegiatan hanya
diperbolehkan bila tidak mungkin dihindari.

Data kegiatan lain, selain nama dan lama kegiatan, yaitu sumberdaya yang berupa bahan, alat,
manusia, overhead, atau biaya, jika diperlukan dapat juga ditulis di bawah anak panah yang
bersangkutan di samping lama kegiatan.

2. Lingkaran
Lingkaran yang melambangkan peristiwa selalu digambar berupa lingkaran yang terbagi atas tiga

ruangan yaitu: ruangan sebelah kiri, ruangan sebelah kanan atas, dan ruangan sebelah kanan
bawah.

Ruangan sebelah Kiri merupakan tempat bilangan atau huruf yang menyatakan nomor peristiwa.
Nomor peristiwa ini bisa pula dinyatakan berupa simbol (variabel) dengan huruf n, X, atau y.
Ruangan sebelah kanan atas merupakan tempat bilangan yang menyatakan nomor hari (untuk
satuan waktu hari) yang merupakan saat paling awal peristiwa yang bersangkutan mungkin
terjadi. Nomor hari tersebut dapat diterjemahkan ke dalam bentuk tanggal hari yang
bersangkutan.

Ruangan sebelah kanan bawah merupakan tempat bilangan yang menyatakan nomor hari (untuk
satuan waktu hari) yang merupakan saat paling lambat peristiwa



EET x

LET x L

EET,

Keterangan:
EETx/y= Earliest Estimate Time=Saat Paling Awal kegiatan X/Y (SPAx/y)
LETx/y= Latest Estimate Time= Saat Paling Lambat kegiatan X/Y (SPLx,y)
A= Nama Kegiatan

L= Duration/ Lama waktu kegiatan
X= Nama Kegiatan

Y= Nama Kegiatan

Contoh :

a.

kegiatan A harus dilaksanakan sebelum kegiatan B
demikian pula sebelum menyelesaikan kegiatan 3
maka kegiatan 1 dan 2 harus diselesaikan.

Awal dari seluruh kegiatan adalah kegiatan 1 dan
untuk menyelesaikan seluruh proyek maka setelah
kegiatan 1 ada 3 kegiatan yang harus diselesaikan
yaitu menyelesaikan kegiatan 2, 3 dan 4 kemudian
melaksanakan kegiatan 5 dan 6.

Kegiatan A harus selesai sebelum kegiatan C,
kegiatan B harus selesai sebelum kegiatan D
Kegiatan C dan D harus selesai sebelum kegiatan F
dimulai, tetapi kegiatan E sudah dapat dimulai
walaupun hanya kegiatan D saja yang selesai dan
seterusnya.

LET,
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d. Kegiatan B harus diselesaikan dalam jangka waktu A
yang pendek / kritis sedangkan kegiatan A, C, dan D /'®

harus diselesaikan dengan adanya kelonggaran @

C

~

O

waktu untuk terlambat (foat). \ /
B (37 D
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B. ANALISA POHON MASALAH

Pohon masalah adalah salah satu teknik untuk mengetahui akar permasalahan sebuah issue
untuk dicari jalan keluarnya dengan sebuah kegiatan/proyek atau dengan kebijakan. Perlu
diketahui bahwa issue adalah permasalahan yang berdampak besar bagi masyarakat atau
permasalahan tersebut berdampak politis, sehingga perlu dipecahkan segera. Jadi perbedaan
antara issue dan permasalahan adalah pada dampaknya.

Dalam membuat diagram pohon masalah, issue utama diletakan pada kotak paling atas,
kemudian dibuat diagram lagi pada level kedua dengan berbagai kalimat-kalimat. Demikian
juga dengan level selanjutnya dibuat diagram yang isinya adalah hubungan antara level 1,
level 2, dan seterusnya. Antara level harus menunjukan hubungan sebab akibat.

Sebagai contoh:

Ada sebuah issue “banyaknya stunting dis sebuah daerah X (ingat dalam membuat sebuah
kalimat masalah harus memakai kalimat/kata negative. Contohnya, penurunan,

kurangnya..., banyaknya kemiskinan, dsb.

banyaknya stunting di
sebuah daerah X

_ AN

AY
Kurangnya pengetahuan Banyaknya angka
penduduk tentang gizi kemiskinan di daerah tsb
Belum ada penyuluh banyaknya Pengangguran Jumlah penduduk yang
kesehatan tedidik kurang

Dari diagram tersebut dapat di jabarkan sebagai berikut:
1. Penyuluh kesehatan belum masuk ke daerah tersebut menyebabkan kurangnya

pengetahuan penduduk tentang gizi sehingga menyebabkan angka stunting
tinggi
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2. Adanya pengangguran dan kurangnya pendidikan menyebabkan angka
kemiskinan di daerah X tinggi, dan kemiskinan menyebabkan stunting.

Dari dua “path” tersebut tentunya tidak semua kotak dari diagram tersebut dipilih, karena
terbatasnya anggaran. Oleh karena itu harus dipilih salah satu untuk dijadikan sebuah
kegiatan/ proyek. Contoh, dipilih kegiatan pemberian penyuluhan tentang gizi. Kemudian
dibuat rencana anggaran dan beaya (RAB) sebuah kegiatan. Pemilihan dari berbagai
alternative tersebut tentunya melalui pertimbangan seperti perbandingan antara manfaat
(benefit) dengan biaya (cost). Kemudian setelah RAB disetujui maka dibuat schedule

untuk memulai sebuah kegiatan/ proyek.

Tugas:
Carilah issue berkaitan tentang pertanahan di daerah anda dan kemudian dibuat pohon
masalah, dan dipilih dan berbegai macam alternative tersebut dan buatlah RAB, serta schedule

kegiatan (memakai NP)



